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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 
 
Dalam menjalani keseharian di Pulau Buru, setidaknya 
 
kita akan menyaksikan banyak fenomena-fenomena yang 
terjadi dalam masyarakat, dan itulah realitas yang semestinya 
kita pikirkan. Banyak hal yang kemudian bisa kita analisa dan 
memberikan kontribusi untuk menuju pada perubahan 
masyarakat yang lebih baik, tidak terkecuali permasalahan 
sosial ekonomi yang belakangan ini semakin ramai 
diperbincangkan. 
 
Buku ini berupaya menyajikan berbagai realitas yang 
terjadi dalam masyarakat, dengan kalimat yang sederhana 
bahkan tidak teratur dalam strukturnya namun demikian 
sebagai upaya untuk mentransformasikan pengetahuan yang 
ada, sekalipun itu harus bersinggungan dengan pihak-pihak 
tertentu, namun penulis yakin bahwa setiap orang akan 
memiliki intepretasi berbeda sesuai disiplin ilmu yang 
dimilikinya. 
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Selama ini, konteks perubahan yang terjadi di Kabupaten 
Buru banyak di diskusikan lewat obrolan-obrolan di warung kopi 
ataupun media sosial dan penulis menganggap selayaknya 
konteks tersebut diimplementasikan lewat ide dan gagasan dalam 
sebuah buku. Dalam mencari kesempurnaan dalam penulisan ini, 
pernah diadakan bedah buku dimana banyak hal yang bisa 
penulis dapatkan lewat usulan maupun kritikan dari rekan-rekan 
sekalian, kiranya apa yang disampaikan oleh Senior saya, Mansyur 
Nawawi SH, L.LM serta Abubakar Ipa, SH turut membantu lahirkan 
pemikiran yang konstruksif guna pengembangan penulisan yang 
lebih komprehensif. 
 
Tulisan yang sederhana, coba ditampilkan dengan tujuan 
untuk menggugah masyarakat termasuk di dalamnya para 
pemangku kepentingan dalam memahami perubahan dalam 
masyarakat, agar nantinya kebijakan serta tindakan yang akan 
dilakukan tidak kemudian membuat masyarakat sulit untuk 
keluar dari keterpurukan. Penulis masih terus belajar untuk 
memahami konteks masyarakat di Kabupaten Buru sebagai 
konstruksi masyarakat pada masa transisi, terpola lebih modern 
dengan berbagai konsekuensi yang harus menyertainya. 
 
Banyak hal yang kemudian penulis rasakan belum 
terakomodir dalam penulisan ini yakni perkembangan 
terupdate menjelang akhir tahun 2014 hingga saat buku ini 
diterbitkan, hal ini lebih disebabkan oleh faktor keterbatasan 
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dan ruang gerak dari penulis untuk mendapatkan kajian-kajian 
yang lebih terbaru. Selain itu juga buku ini belum mampu 
untuk mengangkat keseluruhan permasalahan yang 
berkembang dalam keseharian masyarakat di Kabupaten buru, 
dengan demikian penulis memohon maaf atas keterbatasan 
tersebut. 
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mereka yang telah memberikan dorongan moral, khususnya, 
Istri tercinta, Yusmidar Umanailo serta kedua anak-anakku, 
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Seperti Umumnya, ketika membicarakan sejarah Pulau 
Buru selalu kita terperangkap dengan situasi sejarah kelam PKI, 
Seakan-akan Pulau Buru tercipta dari konstruksi tahanan politik 
yang diatur pemerintah untuk mereka di datangkan ke Pulau 
Buru. Orang luar melihat pulau Buru hanya sebagai pulau 
Pembuangan, namun tidak serta merta membuka cara berpikir, 
bahwa apa yang terkandung di dalamnya merupakan potensi 
dan sumberdaya yang perlu dikaji lebih jauh guna 
pembangunan masyarakat setempat. 
 
Kabupaten Buru secara administratif (sebelum pemekaran 
Kabupaten Buru Selatan) termasuk ke dalam Wilayah Kabupaten 
Buru, Provinsi Maluku dengan ibukota Namlea. Kabupaten Buru 
dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepala madan, 
Airbuaya, Waplau, Namlea, Waeapo, Batabual, Namrole, 
Waesama, Leksula, dan Kecamatan Ambalau. Secara geografis 
pulau Buru berada pada koordinat 3°05’ - 3°50’ L S dan 125°59’ - 
127°16’ BT. Pulau ini dikelilingi oleh laut Seram di bagian Utara, 
laut Banda di Selatan, laut Buru di bagian Barat dan selat 
Manipa di sebelah Timur. 
 
Beberapa pulau-pulau kecil terdapat di sekitar Pulau Buru 
yaitu Pulau Ambalau, Fogi, Tomahu, Tengah, Oki, Batukapal 
Klasi, Nusa Gelatan, Pombo, Buntal, Pulau Panjang. Akses untuk 
mencapai Pulau Buru dapat menggunakan kapal cepat atau feri 
dari Ambon sampai Namlea. Prasarana transportasi darat di 
wilayah Buru Timur cukup banyak, tapi di wilayah Barat masih 
terbatas ketersediaannya. Penduduk Pulau Buru umumnya 
tinggal di wilayah pesisir yang suhu udaranya relatif tinggi, 
dengan suhu normal antara 25.2 s.d. 27.6°C. Suhu udara 
maksimum mencapai 35°C terdjadi pada bulan Oktober, 
sedangkan suhu udara minimum mencapai 19.2°C pada bulan 
 
Juli. Kecepatan angin berkisar 
antara 6–8 knot, sedangkan 
kelembaban udara berkisar antara 
73-88% dengan curah hujan 
berkisar antara 12 mm (September) 
sampai dengan 246 mm (Februari), 
dengan rata-rata sekitar 82.2 mm . 
 
Merangkai potongan-potongan cerita dan mencari dan 
mengaitkan kebenaran yang tersirat bukanlah sesuatu yang 
mudah, ada dua penggalan yang bisa kita jadikan rujukan 
2 
terhadap gambaran awal masyarakat Buru, Pertama yang 
disampaikan oleh Arman Anwar dalam Kajian Eksistensi 
Otoritas Adat Dalam Peradilan Informal Pada 
Rechtsgemeenschap Liliali Kabupaten Buru 
(Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Study) dan yang 
kedua oleh Prof. Dr. Ir. Max Marcus J. Pattinama, D.E.A. seorang 
Guru Besar dari Universitas Pattimura; tentang Kekuatan Bahasa 
Dalam Rasa, Karya Dan Karsa. 
 
Dalam salah satu kajian terkait kesejarahan Pulau Buru, 
Arman Anwar menyampaikan bahwa Suku bangsa yang 
merupakan cikal bakal penduduk asli Pulau Buru adalah suku 
bangsa Alifuru. Suku bangsa ini merupakan hasil percampuran 
ras Kaukosoid, Mongoloid dan Papua. Mereka menurunkan 
keturunan anak-anak suku Alune (berkulit putih) dan suku 
Waemale (berkulit gelap). Suku Alune diduga berasal dari utara 
(sekarang Provinsi Sulawesi Utara) yang masuk ke Halmahera 
 
dan menyebar ke berbagai daerah 
di Kepulauan Maluku. Sementara 
suku Waemale diduga berasal dari 
timur masuk ke Pulau Seram dan 
menyebar ke wilayah-wilayah 
sekitar Pulau Ambon, Kepulauan 
 
Lease (Pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut), Pulau Manipa, Pulau 
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Ambalau, dan Pulau Buru. (Departeman Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1978 :10). 
 
Arman Anwar dalam (F.L. Cooley 1973) Proses 
penyebaran suku bangsa Alifuru ke sekitar Pulau Seram seperti 
Pulau Ambon, Kepulauan Lease, Manipa, Ambalau dan Buru 
berlangsung jauh sebelum tahun 1475. Pada tahun itu 
penyebaran mereka semakin deras seiring dengan tekanan dari 
penguasa Ternate dan pertikaian diantara mereka sendiri 
dalam bentuk perang suku. Mereka yang tinggal di Pulau Buru 
menetap di sekitar pesisir pantai Namlea, Leksula, Namrole, 
dan Kayeli. Pada pertengahan abad ke-17, kekuasaan 
Kesultanan Ternate sudah sampai di daerah Maluku bagian 
tengah yang meliputi Jasirah Hoamoal di Pulau Seram, 
Kepulauan Lease, Pulau Manipa, Pulau Kelang, Pulau Boano, 
Pulau Ambalau dan Pulau Buru. Sultan Ternate 
mempercayakan pengawasan daerah-daerah tersebut pada 
seorang gimalaha yang berkedudukan di Jasirah Hoamoal di 
Pulau Seram. Jasirah ini sendiri sejak pertengahan abad ke-16 
merupakan penghasil tanaman cengkeh utama di Maluku 
bagian tengah. Ketika “pendatang” baru berdatangan masuk, 
mereka terdesak ke pedalaman pulau itu. Mereka kemudian 
menetap secara nomaden di lembah dan lereng-lereng 
pegunungan, tetapi lebih banyak yang memilih di pinggir-
pinggir sungai. Suku bangsa Alifuru yang menempati Pulau 
Buru mengambil adat istiadat serta kepercayaan tempat asal 
mereka yakni Pulau Seram. Karena itu mereka menyebut Pulau 
Seram sebagai Nusa Ina (pulau ibu) (F.L. Cooley, 1973). 
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Sementara itu, Pattinama memberikan penjelasan bahwa 
Pulau Buru atau Bupolo mengalami lima periode pengaruh 
pendudukan (okupasi) yaitu periode Sultan Ternate, Portugis, 
Belanda, Jepang dan Indonesia. Periode Sultan Ternate, selain 
perdagangan juga ada mobilisasi penduduk dari Sula dan 
Sanana untuk menanam pohon kelapa. Perdagangan kayu 
putih dan damar dilakukan melalui hubungan dagang yang 
saling menguntungkan dengan Sultan Buton dan Sultan Bone. 
Kemudian Portugis membuat instabilitas perdagangan antara 
Sultan Ternate dengan pedagang Arab dan Cina di dataran 
Kayeli (Pattinama, 2013). 
 
Sejak zaman kolonial hingga kini masyarakat asli Pulau 
Buru (Geba Bupolo) disebut sebagai suku terasing, tidak 
beragama, pemalas dan alifuru. Istilah “burro“ (yang kemudian 
menjadi Buru) diberikan kepada pulau ini dan kata ini 
ditemukan pada peta Indonesia yang dipublikasi tahun 1613 
oleh misi dagang Portugis. Kata Burro (bahasa Portugis) 
mengandung dua arti yaitu keledai dan bodoh. 
 
Ada dua hipotesis dapat penulis kemukakan, pertama, 
kata burro untuk menamakan babi rusa (Babyrousa babyrussa) 
dimana untuk pertama kali Portugis melihatnya di pulau ini. 
Kedua, kata burro dialamatkan kepada masyarakat Bupolo, 
karena mereka selalu menolak kehadiran Portugis di setiap 
kampung (humalolin). Cara menolak adalah semua penduduk 
meninggalkan kampung dan masuk ke hutan. Setelah periode 
Portugis, maka berikutnya masa penjajahan Belanda, kata Burro 
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tidak digunakan dan ditulis Boeroe atau Buru dalam Bahasa 
Indonesia (Pattinama,2013). 
 
Dengan demikian, maka yang tergambar dari kehidupan 
terdahulu di pulau Buru dari dua perspektif yaitu Histografis 
dan etnografis. Secara umum namun bukan ditujukan kepada 
Masyarakat Buru, buku yang ditulis oleh Mochtar Lubis (2012) 
tentang manusia Indonesia, tergambar bahwa kondisi 
 
“orang pribumi teramat buruk dan jorok, 
mereka berjalan tanpa rambut disisir, kaki 
telanjang, dan mereka benar-benar percaya 
pada setan. Makanan mereka sangat kotor dan 
jelek, seperti ular, semut, dan berbagai serangga 
dan cacing yang dipanggang diatas api. Anjing 
mereka makan tetapi tidur pula dengan 
mereka”. 
 
Seiring dengan kemerdekaan Indonesia dan berdirinya 
Republik Indonesia pada tahun 1945. Wilayah Buru memiliki 
luas sebesar 12.345 Km2 terdiri dari satu pulau besar yaitu 
pulau buru dan berbagai pulau kecil yaitu Pulau Ambalau, 
Pulau Pasir Putih, Pulau Fogi, Pulau Tomahu, dan Pulau Oki. 
Semula wilayah ini memiliki dua kecamatan saja, Yakni 
Kecamatan Buru Utara dengan ibukota Namlea dan Kecamatan 
Buru Selatan dengan ibukota Leksula. 
 
Menurut data BPS (Wikipedia.org) pada tahun 1997, 
jumlah penduduk Pulau Buru ialah 105.222 jiwa. Pada saat itu 
Buru terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Buru Utara Barat dengan 
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ibu kota kecamatan di Air Buaya, Buru Utara Timur dengan ibu 
kota kecamatan di Namlea dan Buru Selatan dengan ibu kota 
kecamatan di Leksula. Pada waktu itu pula ketiga kecamatan di 
Pulau Buru masih berada dalam wilayah Kabupaten Maluku 
Tengah yang beribu kota di Masohi, Seram. Komposisi 
penduduk berdasarkan agama pada 1997: 48% Islam, 41% 
Kristen, dan 11% lain-lain. 
 
Ada beberapa kelompok etnis yang menetap di Buru: 
etnis asli, yakni Buru (baik di pesisir maupun di pedalaman); 
dan etnis pendatang, yakni Ambon, Maluku Tenggara 
(terutama Kei), Ambalau, Kep. Sula (terutama Sanana), Buton, 
Bugis, dan Jawa (terutama di daerah pemukiman transmigrasi). 
 
Ada beberapa wilayah dataran di Pulau Buru. Dataran 
terluas adalah lembah Sungai Waeapo di wilayah Kecamatan Buru 
Utara Selatan dengan Ibu Kota Mako. Dataran Waeapo ini pada 
awal '70-an menjadi salah satu tempat pemukiman bagi para 
Tapol/Napol kasus G30S. Dan kemudian pada awal '80-an mulai 
dibuka untuk unit-unit pemukiman transmigrasi dan sampai 
sekarang menjadi lumbung padi untuk Pulau Buru. Selain Waeapo, 
Buru minim dengan dataran. Dataran yang lain umumnya sempit, 
dapat dijumpai di hampir sepanjang garis pantai utara bagian 
barat dan di hampir sepanjang garis pantai selatan bagian timur. 
Oleh karena itu, kecuali daerah Waeapo, daerah pemukiman 
padat penduduk lebih banyak di daerah pesisir. 
 
7 
Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah dan diberikannya keleluasaan 
bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggamya 
sendiri memberi peluang untuk menjadi kabupaten sendiri. 
Maka masyarakat Buru dengan dukungan pemerintah Provinsi 
Maluku dan berbagai pihak lainnya mendapatkan pengakuan 
sebagai Kabupaten. Pada tanggal 12 Oktober 1999, Kabupaten 
Buru secara resmi telah terbentuk. 
 
Kabupaten Buru (Buru dalam angka 2012) pada saat 
terbentuk terdiri atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Buru Utara, 
Buru Utara, dan Buru Utara Barat. Namun secara adat, di wilayah 
Kabupaten Buru sendiri juga terbagi dalam 8 wilayah petuanan 
yaitu Kayeli, Liliali, Tagalisa, Lisela, Masarete, Fogi, Waisama, dan 
Ambalau, tiap petuanan ini dipimpin oleh seorang raja. 
 
Semenjak Februari 2003, Kabupaten Buru dimekarkan 
dari 5 Kecamatan menjadi 10 kecamatan. Dengan demikian 
jumlah desa juga mengalami penambahan, dari 81 Desa 
menjadi 94 desa. Sementara itu jumlah Dusun ada 125 dusun ). 
 
Pada perkembangan selanjutnya, Kabupaten Buru 
mampu membuktikan keberadaannya dengan berdiri sebagai 
sebuah daerah otonom yang mampu dan terus berupaya 
untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ada kutipan menarik 
dari pidato Bupati Kabupaten Buru, Ramly I. Umasugi, S.Pi. MM, 
pada ulang tahun Kabupaten Buru yang ke 14; 
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Kala angin reformasi berhembus rakyat Indonesia seolah-olah 
dibangunkan dari tidur panjang mereka, menggeliat, mencoba 
menggapai apa yang dulu hanya dalam batas imajinasi yang di 
barengi rasa takut. Ringkasnya semenjak reformasi tahun 1998 
sistem pemerintahan mengalami perubahan yang drastis. 
Sistem pemerintahan kita berubah dari sentralisasi menjadi 
desentralisasi, dan dengan berlakunya sistem desentralisasi 
maka berlaku pula sistem otonomi daerah. 
 
Ruang ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Buru 
untuk menuntut pemisahan dari Kabupaten Maluku Tengah 
saat itu menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Gayung 
bersambut atas dorongan situasi dan semangat pemekaran 
maka oleh pemerintah pusat melalui Undang Undang Nomor 46 
Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-
undang nomor 6 tahun 2000, pulau Buru di mekarkan menjadi 
Kabupaten Buru.  
Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan 
kesejahteraan (prosperity) democrasy dan berkeadilan (justice) 
dengan demikian berbagai keberhasilan yang telah dicapai 
dalam berbagai sektor janganlah cepat membuat kita puas dan 
bangga tapi hendaknya lebih memacu kinerja kita semua 
karena dinamika perubahan sebagai respon terhadap sistem terus 
terjadi, semangat kita kedepan adalah development for all 
dengan melandasi strategi 
 
1. Pembangunan harus bersifat inklusif 
2. Pembangunan berdimensi wilayah  
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang 
ada di daerah ini menjadi satu kesatuan geo -ekonomi  
4. Kita ciptakan keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro 
growth, pro job, pro poor dan pro lingkungan) 
5.  Peningkatan kualitas SDM masyarakat Buru 
Dengan keikhlasan dan good will dari kita 
semua, sekali lagi saya tandaskan bahwa 
kesejahteraan yang merata dapat kita 
hadirkan sebagai goal kita. 
 
(Sambutan Bupati : Rapat Paripurna HUT Kabupaten Buru ke-
14 Tahun 2013). 
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Memahami konteks tersebut di atas, banyak harapan 
serta keinginan serta perencanaan untuk membangun 
masyarakat pada tataran yang lebih baik lagi, namun tidak 
semudah membalikan telapak tangan. Banyak persoalan yang 
harus diselesaikan Pemerintah daerah seiring dinamika 
masyarakat pada saat ini. Keinginan kuat Pemerintah Daerah 
untuk mensejahterakan harusnya diikuti dengan tindakan serta 
pendekatan yang nyata, serta dukungan masyarakat 
merupakan sinergitas yang mestinya menjadi modal 
masyarakat Kabupaten Buru untuk mendapatkan 
”Kesejahteraan yang merata”. 
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Bagian I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengurai Kem iskinan  
Di Kabupaten Buru 
 
 
 
 
 
 
 
Apa benar, di pulau Buru masih ada orang miskin? Atau 
jangan-jangan memang disana tidak ada orang yang miskin, 
hal ini masih perlu kita buktikan dengan metode ilmiah yang 
tingkat kebenarannya masih dapat dipertanggungjawabkan. 
Salah satu informasi penting yang pernah saya temukan, 
adalah status Kabupaten Buru pada tahun 2010 sebagai 
Kabupaten Bermasalah Berat Miskin (Kementerian Kesehatan, 
2010). Dan semoga di awal tahun 2015 ini status tersebut telah 
bergeser menjadi kabupaten terbaik dan semakin 
berkurangnya masalah kemiskinan. 
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Dalam mamaknai kemiskinan, kita diperhadapkan pada 
suatu generalisasi yang membuat terjadinya jebakan 
persamaan perspektif tentang mereka yang miskin, artinya 
saudara kita yang miskin di Kabupaten Buru disamakan 
indikatornya dengan mereka yang menetap pulau Jawa, 
Sumatra bahkan Ibukota Jakarta, dengan tidak memikirkan 
latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta geografi yang 
berbeda. Akhirnya, orang miskin di Kabupaten Buru akan sama 
diperlakukan persis dengan yang ada di kota-kota lainnya. 
 
Selain dari itu, ada faktor lain yang dianggap menarik 
untuk kemudian dikaji dalam bahasan ini yaitu bergesernya 
gaya hidup masyarakat di Kabupaten Buru sebagai 
konsekuensi perkembangan menuju sebuah kota yang lebih 
besar. Meninjau gaya hidup akan kita kaji secara umum untuk 
melihat apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran serta 
dampak dari pergeseran gaya hidup tersebut. Dan menariknya, 
akan kita hubungkan juga dengan kemiskinan, sebab penulis 
memiliki hipotesis awal bahwa salah satu dari munculnya 
kemiskinan akibat bergesernya gaya hidup masyarakat yang 
berada di Pulau Buru. 
 
 
 
 
Secara konseptual, saya sendiri mengartikan 
kemiskinan sebagai “keterbatasan manusia atau 
kelompok untuk mengakses kesejahteraan”. Untuk 
itu, Badan Pusat Statistik dalam tulisannya Buru 
dalam angka 2014, mengartikan yang dimaksud 
dengan persentase penduduk miskin ini adalah 
persentase penduduk yang pengeluarannya 
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berada di bawah garis kemiskinan, dimana garis 
kemiskinan untuk Kabupaten Buru pada tahun 
2013 ini sebesar 347,690 rupiah (Inkesra Buru, 
2014). 
 
 
 
Apa yang kemudian bisa kita simpulkan dengan berbagai 
defenisi yang ada; bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk 
mengakses sumber-sumber penghidupan demi kelangsungan 
kehidupannya sehari-hari. Dengan keterbatasan inilah maka 
kemiskinan menjadi suatu sekat pembatas antara orang kaya dan 
orang miskin. Limit 347,690 rupiah menjadi alat polarisasi, bahwa 
masyarakat yang berpenghasilan sebesar itu akan masuk dalam 
kelompok miskin yang juga masih terkait dengan akses pada 
tingkat kesejahteraan. 
 
Pulau Buru merupakan sebuah integrasi sosial ekonomi 
dari individu yang berasal dari beberapa wilayah terdekat, 
seperti halnya Sanana, Ambon, Buton, Makasar dan Jawa. Etnik 
tersebut bermigrasi dan menetap hingga pada saat ini masih 
memiliki eksistensi di pulau Buru. 
 
Sejarah menunjukan awal tahun 2000 Pulau Buru 
dimekarkan menjadi suatu kabupaten yang otonom, dengan 
penduduk pada tahun 2011 sebesar 111.447 jiwa, serta hak 
pengelolaan lebih besar dari sebelumnya, dimana keseluruhan 
Pulau Buru hanya berupa salah satu bagian dari wilayah 
administratif yang bernaung di bawah Kabupaten Maluku 
Tengah. Artinya, bahwa ketika menjadi salah satu daerah 
otonom maka Kabupaten Buru setidaknya memiliki daya tarik 
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tersendiri bagi masyarakat dari tempat lain untuk bermigrasi, 
dan hasilnya adalah terjadi peningkatan jumlah penduduk 
yang signifikan dari tahun 2000 sampai saat ini. 
 
Data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Buru yaitu jumlah 
Penduduk pada tahun 2013, terhitung 
dengan jumlah sebesar 120.181 jiwa, dimana 
61.608 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 
58.573 jiwa perempuan (Buru dalam angka 
2014). 
 
Siklus kehidupan yang terjadi tidak kemudian 
menjadikan seseorang untuk tetap berada pada posisi yang 
selalu mampu atau berkecukupan, persaingan usaha, kondisi 
alam, bahkan kerusuhan sosial turut berperan penting dalam 
suatu perubahan siklus hidup masyarakat di Kabupaten Buru, 
yang pada akhirnya melahirkan dan menempatkan mereka 
pada tataran orang yang memiliki keterbatasan untuk 
mengakses kesejahteraan. 
 
Menurut hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang 
rutin dilakukan oleh BPS, perkembangan persentase penduduk 
miskin di Kabupaten Buru cenderung mengalami penurunan 
pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berjumlah 24,7 ribu 
orang, pada tahun 2012 berjumlah 23,2 ribu orang, maka pada 
tahun 2013 jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,4 ribu 
orang. Bila dihitung secara persentase maka Tahun 2011, 
persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru sebesar 22 
persen, kemudian berkurang menjadi 19,78 persen pada tahun 
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2012, dan tahun 2013 persentase penduduk miskin semakin 
berkurang menjadi 18,51 persen. 
 
Jika kondisi ini menjadi perspektif dalam suatu 
pengambilan keputusan baik oleh pemerintah pusat maupun 
daerah, maka akan sulit untuk pencapaian pengentasan 
kemiskinan sebagaimana dimaksud. Sebab utama dari 
perkembangan suatu masyarakat tidak serta merta diikutkan 
dalam perhitungan, sepengetahuan saya pada tahun tersebut 
kondisi masyarakat berada pada tataran ekonomi yang sangat 
liberal dan dinamika penduduk meningkat, akibat penemuan 
tambang emas di Gunung botak Wamsait. 
 
Persentase penduduk miskin yang berdasarkan numerik 
tanpa ditopang dengan intepretasi sosial budaya maka 
menghasilkan data-data seperti di atas sehingga persentase 
akan menjadi generalisasi kemiskinan bagi seluruh masyarakat 
miskin di Kabupaten Buru. 
 
Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan 
terhadap masalah kemiskinan di Pulau Buru namun tidak 
bermaksud untuk menyanggah, dengan pergeseran waktu 
yang terjadi sehingga penelitian yang telah dilakukan waktu 
sebelumnya sudah kurang relevan dengan berbagai dinamika 
yang terjadi saat ini. Ada beberapa hal penting yang bisa juga 
 
saya utarakan untuk membandingkan situasi tersebut; 
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Ketika penelitian itu dibuat situasi 
infrastruktur masih pada tahap 
pengembangan  
 Efek domino dari penemuan tambang emas 
terhadap seluru aspek kehidupan sosial 
ekonomi
 Adanya suksesi kepemimpinan atau peralihan 
kepemimpinan daerah
 Terjadi transformasi sosial budaya akibat 
masuk dan bekembangnya berbagai temuan 
hasil teknologi
 
 
 
 
 
Perkembangan suatu kajian terhadap kewilayahan sudah 
barang tentu harus ikut menyesuaikan dengan segala 
perubahan yang terjadi. Kita sangat perlu membuat dinamisasi 
dalam kajian kemiskinan. Hal ini dirasakan penting karena 
dalam suatu pengambilan kebijakan dalam penanganan 
maupun pendekatan yang akan dilakukan oleh pihak 
pemerintah pusat maupun daerah. 
 
Dukungan akademisi yang memiliki kompetensi dalam 
kajian-kajian kemasyarakatan dan lebih berfokus pada 
kemiskinan merupakan hal mutlak yang semestinya harus 
dilakukan, dengan tanpa menunggu proyeksi laba maupun 
kepentingan kelompok, sudah waktunya akademisi dari Pulau 
Buru mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan kemiskinan yang ada dengan pendekatan yang lebih 
empiris tanpa memikirkan “beta dapat apa” dan “beta dapat 
posisi apa”. 
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Mengapa Kemiskinan Itu Ada? 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam terminologi yang bisa kita dapatkan sehari-hari, 
kemiskinan bukanlah suatu pilihan namun keadaan yang pasti 
bilamana setiap individu maupun kelompok akan berada pada 
derajat ketidakmampuan dari apa yang dianggap oleh 
kebanyakan orang sebagai ukuran kemampuan. 
 
Friedman mendefinisikan kemiskinan (Usman, 2006) 
sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan 
basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas 
hanya pada 
 
(1) Modal produktif atau aset (misalnya 
organisasi sosial politik yang dapat 
digunakan untuk mencapai kepentingan 
bersama, partai politik, sindikasi, 
koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada  
(2) Network atau jaringan sosial untuk 
memperoleh pekerjaan, barang-barang 
dan lain-lain;  
(3) Pengetahuan dan ketrampilan yang 
memadai; dan  
(4) Informasi yang berguna untuk memajukan 
kehidupan mereka. 
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Scott menerangkan bahwa kemiskinan setidaknya 
memiliki kondisi-kondisi yang pada umumnya didekati 
 
(1) dari segi pendapatan dalam 
bentuk uang ditambah dengan keuntungan-
keuntungan non material yang diterima oleh 
seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi 
kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, 
keadaan kesehatan yang buruk atau kekurangan 
transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;  
(2) kadang-kadang didefinisikan dari segi 
kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, 
uang, emas, kredit dan lain-lain;  
(3) kemiskinan non-materi meliputi 
berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh 
pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan 
kehidupan yang layak. 
 
 
United Nations Development Program (UNDP) 
mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk 
memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan 
memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam 
pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator 
kemiskinan (Cahyat 2004). Cahyat (2004) juga menyatakan 
bahwa di penghujung abad 20 muncul pengertian terbaru 
mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup 
dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan 
untuk menyampaikan aspirasi (voicelessness). Jadi kemiskinan 
berwajah majemuk atau bersifat multi dimensi (Abilawa, 2010). 
 
Sejarah Pulau Buru lebih dikenal dengan daerah tandus 
dan terisolir, ini terbukti dengan dijadikannya Pulau Buru 
sebagai tempat pembuangan para tahanan politik dari jaman 
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penjajahan Belanda, bahwasanya Pulau Buru dianggap sebagai 
suatu wilayah yang tidak memiliki kemampuan untuk manusia 
dapat bertahan hidup lama disana, dan hipotesis ini masih 
harus kita buktikan dengan kajian-kajian sejarah yang lebih 
komprehensif. Label yang melekat pada asumsi setiap 
masyarakat Indonesia ketika mendengar Pulau Buru, tidaklah 
lain hanya tempat yang gersang dan menyeramkan. Bagi 
penulis, inilah awal terbangunnya stigma sosial yang 
sebenarnya merugikan masyarakat Buru secara kultural. 
 
Dari asumsi ini dapat kita simpulkan secara subjektif 
bahwa pulau Buru bukanlah tempat orang untuk bersenang-
senang melainkan hanya dengan kerja keras maka kita akan 
mampu bertahan hidup. Melihat kondisi alam yang sedemikian 
rupa, maka kemiskinan yang seringkali diartikan sebagai 
ketidakmampuan seseorang untuk mengakses derajat 
kesejahteraan sangat dekat dengan gambaran kehidupan di 
Kabupaten Buru. 
 
Pada tahun-tahun berikutnya kehidupan di Kabupaten 
Buru semakin berkembang seiring datangnya para imigran 
lokal serta berubahnya status administratif kewilayahan dari 
sebuah kecamatan menjadi kabupaten. Secara umum, apabila 
laju pertambahan penduduk lebih cepat dari laju pertumbuhan 
ekonomi maka yang terjadi adalah defisit sumberdaya akibat 
dari tingginya persaingan untuk mempertahankan kehidupan 
dari masing-masing individu. 
 
Dalam kajian kemiskinan seseorang akan terjebak di 
dalam lingkaran kemiskinan (poverty trap), yang merupakan 
inti dari masalah kemiskinan. Menurut Chambers, terdiri dari 
lima unsur yaitu: 
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 (a) kemiskinan itu sendiri;  
(b) kelemahan fisik;  
(c) keterasingan/kadar;  
(d) keretanan;  
(e) ketidakberdayaan. 
 
 
 
Kelima unsur ini berkaitan antara satu dengan lain dalam 
suatu jaringan interaksi sehingga perangkap kemiskinan 
benar-benar mematikan peluang hidup masyarakat 
(Nainggolan 2012). 
 
Lain halnya dengan Chambers, BPS membagi kelompok 
miskin di Indonesia menjadi dua, pertama, transitoty poor 
yaitu mereka yang tinggal di sekitar garis kemiskinan dan 
sangat terpengaruh dengan faktor eksternal. Kelompok yang 
kedua adalah penduduk miskin kronis (chronic poor), yaitu 
mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (BPS Mei 
2011). 
 
Dalam perspektif saya, penyebab kemiskinan yang terjadi 
pada masyarakat Buru terbagi menjadi 2 bagian yaitu; 
 
Kemiskinan Akibat Ketimpangan Pengelolaan Sumberdaya dan Kemiskinan 
Akibat Budaya, Keduanya merupakan unsur pokok untuk 
mengurai kemiskinan yang ada di Kabupaten Buru. 
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Kemiskina
n 
Akibat Ketimpangan Pengelolaan Sumber Alam 
 
 
Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup 
tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya 
ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses 
pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan 
konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan 
konsentrasi kegiatan ekonomi rendah, proses pembangunan 
akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan 
ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah 
(Angelia, 2010). 
 
Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup 
tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya 
ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses 
pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan 
konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan 
konsentrasi kegiatan ekonomi rendah, proses pembangunan 
akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan 
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ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah 
(Angelia, 2010). 
 
Secara tipologi lahan produksi, tidak semua lahan di 
Kabupaten Buru dapat digunakan untuk bercocok tanam, 
terlebih bagi wilayah yang berada pada dataran yang tandus. 
Yang terjadi adalah, masyarakat memakai lahan tersebut hanya 
untuk berkebun seadanya dengan mempergunakan 
pendekatan maupun teknik-teknik tradisional daripada 
modern. Pulau Buru tersentuh pertaniannya (persawahan) 
semenjak masuk dan berkembangnya para transmigran 
dibeberapa titik yang telah disiapkan sebelumnya oleh 
pemerintah, dan itupun didukung oleh kondisi tanah yang 
sangat memungkinkan, sementara untuk daerah selain 
Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Waelata masih sangat 
sulit untuk dikembangkan sebagai lokasi pertanian 
(persawahan), maka masyarakat di lokasi lain hanya bertumpu 
pada jenis tanaman perkebunan jangka panjang seperti kelapa, 
coklat, dan cengkih dan tanaman sejenisnya. 
 
Menurut Robinson Tarigan (2007), keuntungan berlokasi 
pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi 
disebabkan faktor skala ekonomi (economic ofscale) dan 
economic of agglomeration. Economic of scale adalah 
keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi 
sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. 
Sedangkan economic of agglomeration ialah keuntungan 
karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas 
yang dapat digunakan oleh perusahaan (Angelia, 2010). 
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Berikut ini adalah kompilasi data dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Buru yang sengaja saya buat untuk 
menganalisa permasalahan potensi serta masalah produktifitas 
terkait geografi masing-masing kecamatan. Luas Pulau Buru 
secara keseluruhan yaitu 10.941,00 dan luas Kabupaten Buru 
7.595,58 berarti luas wilayah Kabupaten Buru kurang lebih 70 
persen dari total luas Pulau Buru yang tersedia. Dengan jumlah 
penduduk dalam tahun 2013 sebanyak 120.181 jiwa. 
 
Produktivitas Sektor Pertanian per-Kecamatan 
  
Kec Jumlah luas Ke- Lahan Lahan Per sayuranBuah- 
 penduduk wilayah padatan sawah jagung Kebunan  buahan 
Namlea 31.400 951,15 33,01  8 709,88* 34,00 8,09 
Waeapo 11.655 102,50 113,71 5.702 35 420,92* 51,00 3,55 
Waplau 10.750 585,23 18,37  17 1.520,73* 56,00 4,06 
Batabual 8.124 108,60 74,81  19 584,23* 30,00 3,65 
Kayeli 3.420 141,08 24,24  10  24,00 0,78 
Waelata 13.120 234,50 55,95 2.620 16  46,00 2,84 
Lolong 10.637 457,02 23,27 1.085 11  30,00 5,92 
Uba         
Lilialy 9.938 481,50 20,64  23  27,00 0 
Airbuaya 9.933 1.702,35 5,83  35 1.294,44* 27,00 2,24 
Leisela 11.204 2.831,65 3,96  8  25,00 1,78 
Sumber: Kompilasi data BPS 2013-2014 
(*) Data sebelum dimekarkan 
 
Dari sajian data tersebut di atas, terlihat kepemilikan 
potensi sumberdaya alam masing-masing kecamatan sangat 
berbeda, ketimpangan pada pengelolaan sumberdaya 
menjadikan ketergantungan pada daerah penghasil menjadi 
sangat besar. Contoh awal yang bisa kita temukan pada 
Kecamatan Namlea; dengan jumlah penduduk yang paling 
banyak tidak diimbangi dengan sumberdaya serta pengelolaan 
sumberdaya yang memadai. 
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Penggunaan lahan untuk pertanian serta perkebunan 
masih kurang dari 50 ha (di kurangi setelah pemekaran) maka 
Kecamatan Namlea secara ekonomis menjadi daerah yang 
memiliki ketergantungan sangat besar terhadap daerah 
penyangga. Persoalannya bukan pada perputaran ekonomi, 
namun mengapa kemudian begitu besar lahan yang dibiarkan 
begitu saja tanpa memiliki nilai tambah sebagai daya dukung 
ekonomi masyarakat atau dalam istilah “pengangguran lahan” 
 
Kosentrasi penduduk yang besar pada beberapa lokasi 
mungkin bisa berdampak positif, tetapi pada sisi pemenuhan 
kebutuhan jelas melahirkan disparitas antara kebutuhan dan 
ketersediaan. Fena Leisela dan Airbuaya dengan luas wilayah 
terluas bahkan tidak mampu untuk memproduksi beras sama 
sekali. Alhasil harga beras yang dijual sekitar dua kecamatan ini 
melambung tinggi. Dari keseluruhan wilayah kecamatan yang 
terdapat di kabupaten Buru, hanya 3 kecamatan yang mampu 
memproduksi beras dengan jumlah lahan 9.407 ha, harusnya 
daerah lain pun bisa dijadikan alternatif untuk mendiversifikasi 
lahan atau konversi lahan pertanian. 
 
Kalau demikian, maka ketergantungan antar wilayah 
akan menghasilkan perubahan harga yang tentunya akan 
berimbas juga pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Harga 
beras dari kecamatan Waeapo maupun kecamatan Waelata 
akan mengalami kenaikan hingga 20 persen ketika masuk 
pada pasar Namlea maupun pasar sekitarnya, begitu pun 
sebaliknya. Harga yang terjadi lebih pada faktor sektoral dalam 
pengertian alasan transportasi dan biaya ekonomis akan 
mempengaruhi modal produksi, padahal jalur transportasi 
sudah sangat memadai. Belum lagi kondisi ini ditambah  
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dengan spekulasi dari pedagang dengan pola penimbunan 
stok barang sampai menunggu masa paceklik datang. Kondisi 
yang saya sampaikan masih pada tataran normal belum 
termasuk ketika dampak dari penemuan tambang emas di 
Wamsait, yang memporak-porandakan sistem sirkulasi 
kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Buru. 
 
Data cukup mencengangkan yang dikeluarkan oleh BPS 
pada tahun 2014, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 
50.690 jiwa, dimana 49.218 jiwa tergolong aktif dalam kegiatan 
ekonomi atau yang diistilahkan bekerja atau sekitar 97,10 
persen, dan belum terserap berkisar 1.472 jiwa. Pertanyaan 
yang timbul dari data tersebut adalah pada sektor mana 
mereka bekerja ketika kita bandingkan luas lahan pertanian, 
perkebunan dan lain-lain belum mencukupi dengan data yang 
dirilis. Sebab dengan angka kerja 97,10 berarti kegiatan 
produktif kita sangat tinggi sekali dan ini berimplikasi terbalik 
dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
 
Disamping kurang memaksimalkan lahan pertanian dan 
perkebunan, Kabupaten Buru juga memiliki batas laut yang 
luas dan memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi masih 
didominasi dan memiliki ketergantungan dengan faktor alam 
yang sangat kuat. Potesi yang ada di laut belum semuanya 
dapat diperoleh secara berkesinambungan karena pada cuaca 
serta musim tertentu nelayan tidak melakukan kegiatan 
produksi akibat ombak serta gelombang laut yang besar. 
 
Pada tahun 2013, suhu udara berkisar antara 20,20°C 
sampai 33,60°C. Suhu udara maksimum terdapat pada bulan 
Oktober 2013 (33,60°C), sedangkan suhu udara minimum 
terdapat pada bulan Agustus (20,20°C). Keadaan angin di 
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Kabupaten Buru pada tahun 2013, rata-rata kecepatan angin 
per bulan di kabupaten Buru berkisar antara 3 hingga 23 knot. 
Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 23 
knot (Buru dalam angka, 2014). 
 
Temperatur Minimum dan Maksimum di Stasiun 
 
Meteorologi dan Geofisika Namlea Tahun 2013 
 
Bulan Minimum Maksimum 
   
Januari 22,4 31,2 
   
Februari 22,4 31,8 
   
Maret 23,0 31,7 
   
April 22,4 32,4 
   
Mei 22,4 32,8 
   
Juni 22,0 32,3 
   
Juli 21,0 31,4 
   
Agustus 20,2 31,2 
   
September 20,6 32,4 
   
Oktober 21,4 33,6 
   
Nopember 22,8 33,4 
   
Desember 23,4 33,0 
    
Sumber: Buru dalam angka 2014 
 
Dengan mempelajari situasi yang ada, maka kemiskinan 
yang kita artikan sebelumnya sebagai keterbatasan dapat 
dihubungkan dengan ketersediaan sumberdaya alam yang 
ada. Masyarakat dengan keterbatasan mengelola lahan 
pertanian dan perikanan biasanya akan mengalihkan 
pekerjaannya pada sektor lain atau dengan istilah lain konversi. 
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Kemiskinan Akibat Budaya 
 
 
Kemiskinan akibat budaya merupakan suatu keadaan 
yang dimunculkan oleh pemaknaan terhadap nilai dan 
kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Apa korelasinya 
sehingga budaya dapat menimbulkan kemiskinan di pulau 
buru? Bahwa budaya merupakan struktur dari nilai-nilai yang 
dipahami dan dijalani oleh masyarakat sebagai pedoman 
hidupny adalam keseharian. Budaya secara tidak langsung juga 
ikut mempengaruhi struktur serta interaksi dalam masyarakat. 
 
Keterpengaruhan masyarakat Buru akibat masuknya 
berbagai budaya dari sekitaran daerah di Maluku serta adanya 
konsumsi budaya-budaya massal dari media, maka yang 
terjadi adalah orang Buru yang dulu terkenal dengan tingginya 
solidaritas dan faktor budaya patrilineal menjadi individual dan 
sangat pragmatis. 
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 Contoh yang bisa kita kemukakan dalam beberapa 
temuan keseharian misalnya; kesederhanaan yang melingkupi 
masyarakat Buru bergeser menjadi persaingan prestise ketika 
merek atau produk-produk terbaru mulai diluncurkan, orang di 
Kabupaten Buru akan berbondong-bondong untuk 
menyamakan kebutuhan mereka terhadap produk terbaru 
tersebut seperti handphone maupun peralatan elektronik yang 
ada. Subtansinya yaitu ada pergeseran dari kebutuhan pokok 
untuk kebutuhan prestise. 
 
Sayogyo (2012), mengemukakan bahwa konsep 
kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tentang pendapatan 
dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan 
pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga 
memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Beberapa 
indikator yang umumnya dapat menggambarkan kondisi sosial 
ekonomi rumah tangga antara lain jumlah penduduk, 
pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, banyaknya 
anggota rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga 
dan lainnya. 
 
Seperti yang dikutip dalam Kajian BPS tahun 2013, 
Penduduk Kabupaten Buru masih memiliki pola pengeluaran 
konsumsi dimana pengeluaran untuk makanan lebih besar 
daripada bukan makanan. Dari jumlah total pengeluaran 
perkapita penduduk Kabupaten Buru pada tahun 2012, yaitu 
sebesar 785.078, sebesar lebih dari 50 persen dipakai untuk 
membiayai pengeluaran untuk makanan. Namun apabila 
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diperhatikan lebih lanjut, persentase pengeluaran untuk 
komoditi makanan setiap tahunnya cenderung menurun dan 
sebaliknya persentase untuk komoditi bukan makanan terus 
meningkat. Hal ini berarti semakin lama terjadi perubahan pola 
pengeluaran ke arah yang membaik yang dapat pula diartikan 
sebagai terjadi perubahan ke arah kesejahteraan yang lebih 
baik (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru 2014). 
 
Untuk mengukur daya beli penduduk, dapat dilakukan 
dengan pendekatan Paritas Daya Beli (Purchasing Power 
Parity). Dengan pendekatan ini, dapat dilakukan perbandingan 
antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Pada tahun 
2013, pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan di 
Kabupaten Buru sebesar 617,56 ribu rupiah. Angka ini lebih 
besar bila dibandingkan dengan angka-angka pada tahun 
sebelumnya (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru 
2014). 
 
Dengan data tersebut saya juga kebingungan untuk 
menjelaskan secara empiris apa yang sebenarnya terjadi. 
Persoalan antara das sein dan das sollen sangat 
mempengaruhi ketika konstruksi yang diatur secara numerik 
dengan kenyataan tidak berkorelasi. Maka dengan sendirinya 
akan timbul berbagai pertanyaan atas data yang secara resmi 
telah disampaikan yaitu; pengeluaran yang ditaksir mencapai 
785.078 per kapita mengindikasikan bahwa ada segregasi 
pemenuhan kebutuhan dengan realitas harga kebutuhan. 
 
Ada kelemahan komparatif terbesar ketika harga 1 piring 
nasi ikan sudah mencapai 12 000, jika dikalikan 3 dan 
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kemudian dikalikan 30 maka hasil yang didapat sejumlah 
1.050.000 masih jauh dari perkiraan Badan Pusat Statistik. 
Dasar untuk menentukan 785.078 oleh BPS saya pikir ini 
sebuah kekeliruan yang semestinya tidak perlu terjadi, atau 
memang ada kelemahan instrumen, sebab dengan demikian 
maka ada anggapan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di 
Kabupaten Buru sangat murah, dan itu bertolak belakang 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Belum lagi ditambah 
dengan perhitungan daya beli sekitar 617,56 ribu rupiah. 
Pandangan saya, berbanding terbalik dengan PDRB yang 
berlaku di tahun 2012-2014. 
 
Bagi saya, angka dan prediksi bukan menjadi 
 
suatu ukuran yang mutlak dalam 
mendeskripsikan kemampuan masyarakat 
untuk keberlangsungan hidupnya, dan yang 
telah dideskripsikan adalah sebuah kenaifan 
dari kita sendiri. 
 
Keterkaitan saya masih bertumpu pada mengapa 
kemudian pengeluaran masyarakat di Kabupaten 
Buru sangat besar, sementara berbagai jalur 
transportasi semakin fleksibel dan masih terus 
diupayakan oleh Pemerintah Daerah agar mampu 
terpenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 
pelayanan jasa transportasi yang mendukung 
proses cakupan perdagangan yang lebih luas lagi. 
 
Kita akan mulai dengan Karakter masyarakat yang sangat 
heterogen, konsekuensi sebagai daerah baru yang memiliki 
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berbagai potensi sumberdaya alam dan karakterisktik 
masyarakat yang semakin majemuk. Dalam tulisan-tulisan saya 
sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Buru telah berubah 
menjadi masyarakat konsumtif, masyarakat yang memiliki 
ketergantungan luar biasa dengan teknologi dan informasi. 
Hal ini bisa kita buktikan dengan kepemilikan barang-barang 
yang berkategori tersier, orang mulai mencampuradukan 
antara kebutuhan yang sebenarnya wajib dipenuhi dengan 
keperluan yang belum waktunya dipenuhi. 
 
Gejala mode, kendaraan, serta konsumsi menjadi 
indikator terkuat bagi saya untuk mendiskripsikan bahwa 
pergeseran itu telah terjadi seiring dinamika masyarakat yang 
sangat cepat. Budaya konsumtif ini yang mengakibatkan 
ketidakseimbangan antara pendapatan seseorang dengan 
pemenuhan kebutuhannya. Keluarga dengan rumah sederhana 
bahkan berlantai tanah lebih memilih untuk memiliki televisi 
yang berharga 4,5 juta, dan mampu mengadakan kredit 
kendaraan hingga pembayaran mencapai 1,5 juta dalam 
sebulan, inilah korelasi mengapa kemudian banyak dealer 
yang mau membuka cabang baru di Kabupaten Buru, tentunya 
dengan perhitungan konsumsi masyarakat yang tinggi dan 
areal pemasaran yang efektif. 
 
Ada transformasi nilai budaya yang bagi saya cukup luar 
biasa, pemenuhan hajat harus selalu dengan seremonial yang 
khalayak. Pernikahan, sunatan, kematian bahkan wisuda, 
menjadikan pengeluaran suatu keluarga sangat besar bahkan 
dengan harus menjual dan meminjam uang tambahan untuk 
mensukseskan seremonial yang sebenarnya masih bisa lebih 
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disederhanakan. Anggapan kemeriahan seremonial suatu 
keluarga sebagai prestitius sangat mempengaruhi pola pikir 
yang ada di masyarakat. Pernikahan yang dianggap sederhana 
saja, harus memakan biaya hingga 20 juta (Observasi sebelum 
BBM naik) itupun masih dianggap biasa dan belum pada 
tataran peningkatan prestise keluarga. 
 
Alasan tingginya harga kebutuhan pokok dan 
transportasi sebenarnya bukan hal utama, yang jelas, selama 
konstruksi berpikir tentang prestise keluarga masih berada 
pada ranah seremonial, maka sudah dipastikan pengeluaran 
untuk pemenuhan masalah tersebut semakin besar, terlebih 
situasi persaingan dan perubahan-perubahan regulasi 
pemeritah sehingga kemiskinan bisa saja berawal dari situasi 
seperti ini. 
 
Melanjuti budaya, kita bisa simak tentang perilaku. 
Perilaku adalah produksi dari suatu budaya, artinya budaya 
akan membentuk pola perilaku setiap masyarakat yang 
memegang atau mengiyakan suatu budaya yang lahir dari 
kelompoknya sendiri ataupun hasil keterpengaruhan dari 
kelompok yang lain. Perilaku instan dan tergantung pada 
image merupakan salah satu perilaku yang hadir akibat dari 
modernisasi. Saya tidak menyatakan masyarakat di Kabupaten 
Buru dalam kondisi seperti itu seratus persen, namun ini 
merupakan korelasi perilaku masyarakat terhadap kemiskinan 
sebagai konsekuensi dari modernisasi. 
 
Pertama; perilaku membawa masyarakat masuk 
pada suatu kebiasaan maupun norma 
baru yang menyebabkan masyarakat 
untuk ikut serta berperan di 
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dalamnya. Masyarakat Buru terkini, 
sangat terkenal dengan update mode 
maupun status. Faktor dominan yang 
mempengaruhi yaitu media dan 
orbitrasi yang sangat memungkinkan 
masuk dan menyebarnya pola 
perilaku tersebut. Apa yang bisa kita 
kaji lebih jauh adalah faktor 
ekonomi masyarakat yang sangat 
determinan dengan penghasilan dan 
jenis pekerjaan yang mereka miliki. 
 
Kedua, perilaku membentuk mental konsumtif 
yang lebih banyak mengkonsumsi 
daripada memproduksi. Kondisi Ini 
lebih sering disebut dengan istilah 
“lebih besar pasak dari pada tiang”. 
 
Maka yang terjadi adalah pengendalian 
ekonomi masyarakat menuju keadaan 
yang tidak stabil, salah satu penyebab 
utama karena ada ketergantungan 
penghasilan terhadap siklus alam. 
Menurut McClelland (Wijaya, 2007) 
orang-orang di negara miskin pada 
umumnya tidak memiliki apa yang 
disebut sebagai nAch atau yang sering 
disebut dengan kebutuhan berprestasi, 
orang-orang yang tidak 
 
memiliki kebutuhan berprestasi 
cenderung untuk tidak mau bekerja 
keras, mudah menyerah kalau 
menghadapi kesulitan, dan hal-hal 
negatif lain yang tidak menunjang 
semangat membangun. 
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Adakah Ukuran Kemiskinan 
Buat Masyarakat Di Kabupaten Buru? 
 
 
 
Ukuran kemiskinan adalah relatif, ketika seseorang 
masuk dalam kategori miskin namun baginya bukan suatu 
kesulitan maka pemaknaan miskin yang kita berikan padanya 
akan menjadi subjektif, artinya ada dua kemungkinan yang 
bisa terjadi. Pertama, individu akan merasa nyaman karena 
ukuran kesejahteraan yang dipahami lebih pada makna 
kebahagiaan bukan kebutuhan pemenuhan kebutuhan 
material. Kedua, individu menetapkan standarnya sendiri 
dengan perbandingan material yang dimilikinya saat ini dan 
beberapa waktu sebelumnya. 
 
34 
Masyarakat di Kabupaten Buru adalah masyarakat yang 
telah mengarah pada pembentukan masyarakat perkotaan, 
dengan konsekuensi berubahnya tatanan maupun lembaga 
sosial yang sebelumnya berfungsi sebagai katalisator 
keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan bagi 
masyarakat di Kabupaten Buru lebih dimaknai pada 
kepemilikan material yang diasumsikan dengan nilai ekonomis 
seperti halnya uang, mobil, rumah dan sebagainya, maka 
apabila seseorang mampu mengakomodir nilai ekonomis 
tersebut maka baginya akan diberikan status “mampu”. 
Sementara bagi sebagian orang yang hanya memiliki sedikit 
akses serta kepemilikan material maka predikat “kurang 
mampu” akan melabeli status kesehariannya. Ini merupakan 
suatu gambaran tersendiri bagi realitas masyarakat yang 
memiliki ukuran atau anggapan bagi mereka yang miskin. 
Sebenarnya ada juga sedikit perbedaan karakteristik dengan 
masyarakat di beberapa wilayah, yang masih memiliki 
keterpengaruhan pola pikir hidup sederhana. 
 
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nilai material 
ekonomi ataupun akses pada sumber ekonomi menjadi ukuran 
miskin dan tidak miskin bagi masyarakat di Kabupaten Buru. 
Penjelasan utama yang bisa saya uraikan adalah, telah terjadi 
pergeseran pola pikir dalam masyarakat. Masyarakat di 
Kabupaten Buru yang semakin heterogen dan sangat permisif 
dengan budaya konsumsi menjadikan nilai ekonomis sebagai 
pilar untuk mencapai kesejahteraan. Faktor-faktor yang sangat 
dominan hingga terbentuknya pola berpikir seperti ini, karena 
perkembangan dan persaingan ekonomi. 
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Melihat perkembangan masyarakat Buru, ketika masih 
menjadi daerah administratif kecamatan hingga berubah 
menjadi kabupaten, jelas akan memiliki perbedaan karakter. 
Secara Sosiologi masyarakat yang masih pada bentuk 
pedesaan akan memiliki ketergantungan kehidupan dengan 
alam yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat serta pola 
perkembangan yang lebih bersifat evolusioner. Namun 
berbeda halnya dengan kondisi masyarakat yang 
perubahannya menuju pada perkotaan, tentunya juga akan 
mengalami pergeseran dalam berbagai hal seperti misalnya 
tindakan, perilaku maupun interaksi. 
 
Dengan kemajuan berbagai sarana dan prasarana 
teknologi, masyarakat akan cepat mengadopsi hal-hal tersebut 
dan menjadikannya sebagai kebutuhan sosial didalam beraktifitas. 
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah model 
interaksi yang sebelumnya face to face atau sering diartikan 
dengan tatap muka, kini menjadi sebuah pendekatan dengan 
media komunikasi. Ini semua mengindikasikan adanya perubahan, 
perubahan yang memiliki konsekuensi pada kemiskinan. Namun 
dibalik semua itu sadarkah kita bahwa hingga saat ini belum ada 
indikator untuk mengukur perubahan kemiskinan kita sendiri, 
terutama mengukur kemiskinan yang ada di masyarakat 
Kabupaten Buru. Adalah tanggung jawab bersama antara 
masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengkonstruksi dan 
mengidentifikasi bentuk dan realitas kemiskinan yang ada di 
Kabupaten Buru. 
 
Bagi saya, mengukur kemiskinan tidak serta merta hanya 
dilihat dari angka per angka namun perlunya perspektif sosial 
 
36 
budaya sebagai komponen dalam mengelaborasi tentang 
kemiskinan itu sendiri. Indikator yang saya ajukan masih pada 
tataran normatif dan prediktif perlu kiranya ada kajian lebih 
lanjut untuk mengartikulasikan indikator pada tataran yang 
lebih operasional. 
 
Indikator-indikator yang saya ajukan antara lain; 
Kemiskinan diukur dari akses sumber penghidupan, 
Kemiskinan diukur dari pola konsumsi, Kemiskinan diukur dari 
akses kesehatan, Kemiskinan diukur dari akses transformasi, 
indikator ini dapat ditelusuri serta dikembangkan lewat studi-
studi kajian serta penelitian Sosiologis yang lebih luas dan 
mendalam. Terjebak dalam kemiskinan bukan berarti akhir dari 
segalanya. Manusia diberikan kemampuan berpikir untuk bisa 
menjawab setiap permasalahan hidupnya termasuk keluar dari 
kemiskinan yang menggrogotinya. Konteks ini bisa kita pelajari 
selanjutnya dengan moral ekonomi yang disampaikan oleh 
James Scott maupun Popkins. 
 
Apa yang disampaikan Scott adalah Etika subsitensi yang 
muncul akibat kekhawatiran akan mengalami kekurangan 
pangan yang merupakan konsekuensi dari satu kehidupan 
yang begitu dekat dengan garis batas dari krisis subsitensi 
(Wijaya, 2007). Ketika seseorang gagal dalam usahanya untuk 
mempertahankan penghidupan maka akan sendirinya 
bermakna terhadap harga diri dan status sosial sehingga yang 
dilakukannya sebagai prinsip safety first (dahulukan selamat) 
yaitu dengan pilihan produksi. Berdasarkan prinsip etika 
subsitensi, yaitu semua keluarga dalam desa akan dijamin 
subsitensi minimal selama sumber-sumber daya yang dikuasai 
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sudah memungkinkan, maka dengan demikian setiap warga 
mempunyai asuransi risiko terhadap subsitensi. 
 
Berbeda dengan Scott, Popkins mengajukan sebuah 
pemikiran moral ekonomi dengan asumsi-asumsi perilaku 
individual yang berbeda. Bahwa perubahan yang terjadi bukan 
sebab karena kolektifitas melainkan spekulasi individual untuk 
mempertahankan sumber penghidupannya. Hubungan sosial 
bukan lagi karena resiprositas yang mengedepankan 
kekerabatan namun sebaliknya pertukaran ekonomi yang 
menjadi sumbu utama dan hubungan yang terjalin. 
Pengambilan keputusan untuk untung bukan sesuatu yang 
tabu melainkan sebagai cara bertindak yang inovatif dalam 
pemenuhan kepentingan ekonomi individual. Pertanyaan 
selanjutnya adalah bagaimana menempatkan moral ekonomi 
masyarakat di Kabupaten Buru pada bingkai yang semestinya. 
 
Fakta yang tersaji (bukan generalisasi karena 
keterbatasan penulis) dalam pandangan kita, masyarakat 
masih menggantungkan harapan besar terhadap lembaga-
lembaga ekonomi mikro, seperti koperasi simpan-pinjam 
maupun individu-individu yang menjalankan bisnis pinjam 
uang. Strategi ini tidak banyak menyelesaikan masalah, namun 
sebaliknya seringkali menumbuhkan permasalahan-
permasalahan sosial hingga kriminalitas, ketika tujuan dan 
fungsi dari ekspetasi individu maupun institusi mengalami 
disharmoni. 
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Meredefenisi Kemiskinan 
Untuk Masyarakat Buru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meredefenisi berarti kita mendefeniskan kembali 
kemiskinan pada perspektif yang baru, tentunya dengan tidak 
meninggalkan artikulasi yang telah ada sebelumnya. 
Meredefenisi lebih pada memperbaharui atau juga 
mengembangkan pada suatu objek kajian yang lebih 
komprehensif. Pada beberapa lembaga yang mendeskripsikan 
kemiskinan, saya sendiri masih melihat ada keterjebakan 
konsep pada tataran pragmatisme nilai konsumsi. Orang 
miskin dianologikan dengan ketidakmampuan untuk 
 
 
39 
menghadirkan barang-barang konsumsi dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
Umumnya yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Buru 
adalah konstruksi nilai ekonomi yang kemudian dikonversi 
menjadi nilai sosial, maka akan terjadi setidakselarasan dalam 
struktur sosial dimana tingkatan kepemilikan menjadi ukuran 
bahwa seseorang mampu atau tidak. Secara operasional orang 
miskin adalah determinasi individu terhadap kemampuan 
kepemilikan barang-barang ekonomi, kalo dalam istilah 
setempat, orang miskin adalah mereka yang hidup di 
pegunungan dan di pesisir pantai dimana mereka makan apa 
adanya, memakai pakaian tidak sesuai mode, tidak memiliki 
kendaraan bermotor dan tidak bersekolah atau sekolah 
secukupnya (intepretasi visual penulis). 
 
Ketika kondisi seperti ini kita komparatifkan dengan apa 
yang dikemukakan oleh World Bank maupun Badan Pusat 
Statistik, yang terjadi bukanlah sinergitas konsep melainkan 
perbedaan indikator yang akan menyebabkan pola 
penanganan. Kemiskinan yang oleh institusi-institusi lain 
sering dianggap ketidakmampuan seseorang, namun lain 
halnya dengan kemiskinan yang terjadi di masyarakat 
Kabupaten Buru lebih mewujudkan karakteristik masyarakat 
yang termaktub dalam life style atau gaya hidup. Pola 
konsumsi yang boleh saya katakan sebagai pola kekinian 
(update) menambah jarak ketidakmampuan tersebut dalam 
konteks ekonomi lokal yang sangat tinggi, jadi seseorang yang 
akan mengakses konsumtif di Pulau Buru harus memiliki 
modal serta kemampuan akses yang cukup besar. 
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Contoh sederhana bisa saya kemukakan, (semoga tidak 
keliru) harga sembako termasuk di dalamnya sayur dan buah-
buahan bila dibandingkan dengan kota Ambon rata-rata lebih 
mahal 30% bila dibandingkan dengan pulau Jawa maka angka 
tersebut akang berpindah hingga 80 sampai dengan 100 
persen bahkan lebih untuk komoditas tertentu. Artinya, 
penanganan kemiskinan pada masyarakat Buru tidak serta 
merta diperlakukan sama dengan daerah lain bila kemudian 
para stakeholder mau memperhatikan kondisi lokalitas yang 
memang jauh berbeda dengan kondisi daerah lain, apalagi 
dengan kondisi di Pulau Jawa. 
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Refleksi kemiskinan di Indonesia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”KITA MEMANG  MISKIN 
ATAUKAH DIMISKINKAN” 
 
 
 
 
 
Banyak filsafat orang Indonesia yang membahas tentang 
kemiskinan, bahkan kemudian dikonstruksikan sebagai nilai 
dan norma untuk mengkaji kemiskinan kita. Harusnya dalam 
mengartikan kemiskinan kitalah yang terdepan, sebab ketika 
seorang ahli sosial dalam mengartikan kemiskinan dan belum 
“mengecapi” pengalaman miskin maka akan terasa naïf sekali 
bila teori yang dibangunnya terpakai untuk menyelesaikan 
kemiskinan. Yang mengerti miskin yaitu orang miskin, orang 
luar hanya akan membentuk defenisi atau metode namun 
tidak pada subtansi miskin itu sendiri. Historisme kemiskinan 
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bagi bangsa kita sangatlah panjang, kita menjadi bangsa yang 
miskin semenjak penjajahan itu ada, jangankan ketika saat 
dijajah, yang merdeka pun seperti saat ini masih saja ada yang 
miskin. 
 
Perjalanan bangsa ini harusnya telah belajar banyak 
dengan kemiskinan, dulu mungkin karena penjajah, karena 
pendidikan, bahkan mungkin karena keluguan kita hingga 
kemiskinan seperti menjadi begitu dekat dalam kehidupan 
berbangsa sehingga penjajahan mampu melahirkan 
kemiskinan absolut. Seperti halnya tanam paksa dan kerja rodi, 
dimana manusia Indonesia ibarat mesin penggilas yang tetes 
tebunya dikecapi oleh orang lain, banyak yang bicara tentang 
ini tanah kita, ini wilayah kita, bahkan ini surga kita, namun 
yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menjadi pelayanan di 
negeri sendiri. Jadi, ketika bicara kemiskinan bangsa kita 
bukanlah pendatang baru namun pemain lama yang masih 
terus mencari jalan keluar untuk tidak lagi miskin atau 
dimiskinkan oleh pemerintah maupun pihak lain yang 
menginginkan hal tersebut terus terjadi. 
 
Menarik ketika Gertz menggambarkan situasi biaya 
pelaksanaan slamatean di Mojokunto, apa yang terjadi, 
bahwasanya Gertz mengkomparasikan pendapatan serta 
kekayaan orang Jawa dengan penduduk Amerika. 
Perbandingan kurs sangat tidak seimbang ketika mata uang di 
Jawa 30 berbanding 1 dengan orang Amerika. Orang Jawa 
yang memiliki Rp. 600,00 sebenarnya sudah terukur sebagai 
orang kaya namun bagi orang Amerika tidak lebih dari s 20,00 
dan yang menyedihkan apabila kita menghitung jumlah 
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pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkannya. Bagi 
Gertz orang Barat haruslah lebih memahami orang Timur 
ketika mengetahui kejamnya sistem kurs menggeroti 
kehidupan yang dialami oleh Orang Jawa. Seiring dengan 
perjalanan waktu muncul berbagai kebijakan global maupun 
lokal dimana masyarakat dipaksakan harus menghadapi situasi 
bahkan kenyataan yang hampir menghilangkan harapan untuk 
keluar dari kemiskinan. 
 
Sejak dicanangkan penandatangan kesepakatan GATT , 
NAFTA, APEC serta didirikannya WTO, semua ini merupakan 
pertanda dimulainya era globalisasi yang dimulai secara 
regional dan dampak dari semua kebijakan yang dihasilkan 
adalah masyarakat, dalam konteks ini yaitu mereka yang 
tergolong marjinal dan belum memiliki akses modal. Belum 
lagi akibat dari kebijakan lokal yang tidak Pro Rakyat, apa yang 
disampaikan oleh Robert Chambers sangat menarik ketika 
dipasang enam prasangka pola pembangunan, diantaranya; 
prasangka keruangan (kota, terminal, dan jaringan jalan raya), 
prasangka proyek (pembangunan yang bersifat naïf), 
prasangka kelompok sasaran (golongan elit, kaum pria, 
pemakai jasa dan penerima gagasan baru, mendahulukan 
orang yang aktif dan hidup), prasanka musim kemarau, 
prasangka diplomatis (sopan santun dan malu-malu), 
prasangka professional (Chambers, hal, 17-32). 
 
Apabila yang digambarkan oleh Chambers benar adanya, 
maka lengkap sudah konstruksi besar kemiskinan di negara 
kita. Kemiskinan kita boleh dikatakan juga sebagai kemiskinan 
yang tersistimatis oleh intitusi, namun tidak berhenti di situ, 
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masih banyak faktor lain yang kiranya dapat membuat kita 
semakin erat dengan kemiskinan. Budaya korupsi, tradisi 
konflik selalu tersaji di media, semua ini adalah bagian residu 
dari permasalahan yang ikut andil melangggengkan 
kemiskinan bangsa kita. Jadi, jangan di tanya resiko kerugian 
kita terhadap korupsi, jangan dijumlahkan lagi kerugian kita 
akibat konflik dan itu semua terpampang jelas bagi kita bahwa 
kemiskinan itu semakin nyata bukan lagi sebuah ancaman 
yang digambarkan oleh ahli ekonomi modern. Satu hal yang 
bisa ditambah kemudian adalah bencana, budaya serta sistem 
politik yang bagi penulis adalah pupuk segar untuk 
mempertahankan agar kita tetap miskin. 
 
Kajian awal di atas bukan bermaksud untuk 
menimbulkan pesimistis terhadap masalah kemiskinan di 
negara kita, namun sebagai gambaran kecil tentang realitas 
yang sedang kita hadapi dan segera mencari jalan keluarnya 
dengan tidak hanya berteori atau menghitung angka-angka 
yang struktural, namun sebaliknya kita bisa care dengan 
keadaan disekeliling kita dan mencari alternative pemecahan 
yang konkrit serta kerja dan usaha yang nyata. Maka pada 
penjelasan selanjutnya akan digambarkan bagaimana kontur 
kemiskinan kita serta titik awal hingga akhir dan pada akhirnya 
penulis berharap kita bisa menemukan sebuah jawaban bahwa 
kita “memang miskin atau dimiskinkan”. 
 
Yang miskin itu siapa, mengapa dan bagaimana 
miskinnya?, bukan kemudian miskin diukur dengan 
determinasi nominal dimana mengakibatkan miskin terukur 
dengan angka 0 sampai 9. Pernah sekali saya dengarkan 
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ucapan dari seseorng tentang miskin hati, cukup sulit rasanya 
ketika saya mencari pendekatan untuk mengukurnya. Alhasil, 
angka mungkin dapat dipakai untuk mengukur sesuatu yang 
bersifat material sementara untuk sesuatu yang bersifat abstrak 
akan kesulitan untuk menjewahkan nilainya. Ada beberapa ahli 
ekonomi dan sosial yang kemudian coba mendefenisikan ataupun 
mengkonstruksi kondisi kemiskinan yang berada di negara kita. 
Misalnya Isbandi Rukminto coba membagi kondisi kemiskinan 
dalam 3 dimensi; dimensi makro, dimensi mezzo, dan dimensi 
mikro; Dimensi Makro: Kesenjangan Pembangunan „Desa‟- 
„Kota‟. Kesenjangan pembangunan antara „desa‟ (daerah minus) 
dan „kota‟ (daerah 
 
surplus) merupakan salah satu faktor penyebab utama 
terciptanya migrasi desa kota yang tak terkendali, yang sering 
juga disebut sebagai urbanisasi. 
 
Pemusatan pembangunan pada kota-kota besar 
membuat kota-kota besar semakin menjulang sedangkan 
daerah pedesaan menjadi terpinggirkan. Keadaan seperti ini 
sudah terjadi tahun 1970-an dan terakumulasi selama 
bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Keadaan seperti ini 
menyebabkan human capital yang potensial dari daerah 
pedesaan, yang seharusnya difokuskan untuk membangun 
daerah pedesaan justru „mengalir‟ ke kota-kota besar dan 
mereka sebagian besar belum dapat berkompetisi dengan 
angkatan kerja yang mendapat pendidikan di kota tersebut. 
Hal ini menyebabkan mereka seringkali belum dapat 
 
memasuki „alur utama‟ dunia pekerjaan, sehingga tenaga kerja 
 
dari daerah pedesaan yang belum mempunyai „keterampilan 
 
yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja‟ lebih sering 
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masuk  ke  sektor  informal,  ataupun  „terlempar‟  ke  „jalan‟. 
 
Kesenjangan pembangunan desa dan kota bukan saja terlihat 
dari pembangunan fisik dan ekonomi saja, akan tetapi terlihat 
juga antara lain pada pembangunan sektor pendidikan, 
kesehatan, sosial, teknologi , dan juga sarana hiburan 
(rekreasional). 
 
Kesenjangan pembangunan desa–kota ini pada sisi 
berikutnya akan memunculkan kemiskinan yang multidimensi di 
mana masalah kemiskinan yang muncul tidak hanya terfokus 
pada satu dimensi pembangunan saja, akan tetapi sudah 
melibatkan berbagai dimensi pembangunan Dimensi Mezzo: 
Melemahnya Social Trust dalam Komunitas dan Organisasi. Social 
Trust sebagai unsur pengikat suatu interaksi sosial yang 
„sehat‟, dan menjadi bagian utama modal sosial, memainkan 
 
peranan penting dalam suatu upaya pembangunan. 
Pembangunan sulit dibayangkan akan berjalan mencapai hasil 
yang optimal bila tidak ada trust antar pelaku pembangunan 
itu sendiri. Social Trust itu bukan saja berada pada dimensi 
vertikal (misalnya antara pemerintah dengan warga 
masyarakat) tetapi juga harus ada pada dimensi yang 
horisontal (misalnya antarsuku yang ada di suatu komunitas). 
Hal ini pada akhirnya akan dapat melemahkan integrasi sosial 
pada komunitas, baik itu pada komunitas lokal, regional 
maupun nasional. Dimensi Mikro: Mentalitas Materialistik dan 
Ingin Serba Cepat (Instant). 
 
Dimensi berikutnya yang menjadi salah satu akar 
masalah dalam pembangunan dewasa ini adalah 
berkembangnya mentalitas yang materialistik dan mentalitas 
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ingin serba cepat (instant). Perkembangan mentalitas ini pada 
titik tertentu, menjadi sisi negatif yang akhirnya akan 
memunculkan mentalitas korup. Bahkan data pada tahun 2003 
menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-97 dari 
102 negara yang dipersepsikan terkorup di dunia. Mentalitas 
korup sudah menjadi bagian kehidupan keseharian bangsa 
yang dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari, dari mulai korupsi „kecil-kecilan‟ ketika mengurus 
Kartu Tanda Penduduk, atau korupsi besar-besaran yang 
melibatkan uang ratusan milyar rupiah. (Isbandi Rukminto Adi, 
hal 29-30). Mardimin meyebutkan bahwa kemiskinan 
dikategorikan ke dalam lima pengertian yaitu; kemiskinan 
absolut, kemiskinan relative, kemiskinan situasional, 
kemiskinan cultural dan kemiskinan structural; Kemiskinan 
absolut adalah keadaan dimana seseorang dikatakan miskin 
jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya 
untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh da efisien 
Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang muncul jika kondisi 
seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan 
kondisi orang lain. Kemiskinan situasional jika seseorang atau 
sekelompok orang tinggal di daerah-daerah yang kurang 
menguntungkan dan oleh karenanya mereka menjadi miskin 
Kemiskinan cultural adalah kemiskinan yang terjadi karena 
kultur masyarakatnya Kemiskinan struktural adalah lebih 
menunjuk pada seseorang atau kelompok yang tetap miskin 
atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang 
timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang 
lemah. (Mardimin, 2000). BPS membagi kelompok miskin di 
Indonesia menjadi dua, yang pertama sebagain besar 
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penduduk miskin adalah kelompok rentan yang sering dikenal 
dengan transitory poor, yaitu mereka yang tinggal di sekitar 
garis kemiskinan dan sangat terpengaruh dengan faktor 
eksternal. Kelompok yang kedua adalah penduduk yang 
kronis, yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan 
(Bappenas 2011). 
 
Mencermati dengan apa yang telah dikemukakan diatas 
maka dapat dirumuskan kontur kemiskinan bangsa kita yang 
terpetakan menjadi beberapa bagian; 1. Kemiskinan terbentuk 
karena faktor eksternal yang boleh dikatakan akibat dari 
beberapa kejadian seperti misalkan kebijakan pemerintah untuk 
membangun, prioritas eksekutif serta model perencanaan 
legislative yang lemah dan minim pengetahuan dan pengalaman 
miskin.Selain itu disebabkan pula oleh letak sesuatu yang di luar 
kendali individu dan masyarakat seperti halnya bencana alam, 
konflik sosial maupun kerusakan lingkungan yang berdampak 
pararel. 2. Kemiskinan terbentuk akibat faktor internal dapat dikaji 
sebagai akibat budaya, struktur masyarakat, ataupun kondisi 
geografis. Dengan tidak menampikan usaha pemerintah maupun 
pihak luar untuk mengatasi kemiskinan namun dengan internal 
dari individu maupun masyarakat itu sendiri yang tidak 
berubahnya suatu keadaan dari kemiskinan. 3. Kemiskinan 
terbentuk akibat bias globalisasi, dapat kita pahami sebagai 
situasi dimana masyarakat ikut merasakan dampak 
perkembangan pola pikir yang berpola global. Penyebab 
utamanya adalah masyarakat bukan perencana, namun sebaliknya 
masyarakat hanya sebagai sesuatu yang menjalani dan menerima 
setiap konsekuensi yang dihasilkan atau diproduk oleh 
global.Padahal tidak serta 
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merta masyarakat kita siap untuk menjalaninya, alhasil 
kemiskinanlah yang menghimpit akibat masyarakat yang tidak 
mampu mengoperasionalkan potensi yang mereka miliki. 
 
Jadi kontur kemiskinan kita bukanlah semata-mata 
akibat kesalahan alam, pemerintah, masyarakat, atau siapapun 
namun sebaliknya kemiskinan kita terbangun karena keinginan 
kita sendiri, seperti yang pernah saya dapatkan dalam 
perkuliahan bahwa seseorang dikatakan miskin ketika dia 
masih merasa kurang atau masih memiliki keinginan lebih dari 
keadaan sebelumnya. Simpulnya adalah ketika individu 
semakin ingin dinamis maka kemiskinan akan selalu 
menghantui. 
 
TITIK AWAL KEMISKINAN. Saya sendiri masih terus 
mencari, dimanakah saya berpijak, dalam pemaknaan sebagai 
orang miskin, atau memang sudah beranjak meninggalkan 
kemiskinan itu sendiri, penyebabnya karena tolak ukur yang 
saya pakai masih banyak bagian-bagian yang mesti dijelaskan 
lebih lanjut. Kebanyakan dari kita berbicara tentang situasi 
yang menyebabkan kemiskinan itu muncul dari analisa 
kuantitatif serta metode teoritis yang dipakai untuk keluar dari 
permasalahan tersebut. 
 
Pertama, Seseorang mengakui dia miskin karena ada 
ukuran tertentu yang di pakai untuk mengukur keadaan 
keadaan dia sendiri. Umpamanya orang disekitar, lingkungan 
ataupun pemenuhan kebutuhan hidupnya bila dibandingkan 
dengan pihak lain selain dirinya sendiri. Disinlah seseorang 
memutuskan untuk menilai dirinya miskin dan tidak mampu 
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sehingga ukuran dan pembenaran didapatkan bukan dari 
ukuran tersedia melainkan ukuran yang dibangunnya tersebut. 
Adakalanya kita menyalahkan keadaan dimana kita tempati 
semisalkan seseorang berandai-andai terlahir dari keluarga 
yang kaya, karena baginya terlahir dengan keluarga yang kaya 
maka perbandingannya akan terbalik dengan situasi yang 
sementara dia alami saat ini. Tidak sekedar memikirkan untuk 
berasal dari keluarga kaya, seseorang pun seringkali 
mengungkapkan untuk memiliki harta kekayaan dari hasil 
warisan orang tua yang baginya bermanfaat untuk 
kehidupannya kedepan. Jadi bagi saya ketika seseorang mulai 
membandingkan keadaan dia saat ini dengan sebelumnya atau 
membandingkan kondisinya saat ini dengan pihak atau orang 
lain maka disinilah letak titik awal kemiskinan itu berasal. 
Mengapa demikian? Karena perbandingan yang dilakukan 
menjadikan pola pikir yang fungsionalis berubah menjadi 
strukturalis dimana seseorang yang seharusnya memiliki fungsi 
dengan potensi yang dimiliki berubah dengan persyaratan 
struktur yang determinan. Konsekuensi dari detrminasi ini yaitu 
nominal atau material yang kemudian bagi individu menjadi 
pijakan untuk mengukur dirinya sendiri, apabila dia mampu 
untuk berada pada determinasi tertentu maka anggapan 
bahwa dia tidak lagi miskin akan berlaku namun sebaliknya 
determinasi yang ada membuat dia harus berada pada 
golongan miskin maka yang terjadi adalah penggolongan 
semu. 
 
Kedua, titik awal seseorang menjadi miskin yaitu ketika 
individu atau kelompok mengalami evolusi ataupun revolusi 
dalam kehidupannya. Dapat dicontohkan ketika anak yang 
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masih berusia 6 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya 
maka bagi anak tersebut inilah awal kemiskinan yang harus dia 
tanggung. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan serta 
kewajibannya, tidak akan mampu dia lakukan maka sedapat 
mungkin terciptalah suatu kondisi awal ketergantungan yang 
bagi penulis jauh lebih positif ketimbang anak tersebut harus 
bertarung untuk sendirian pemenuhan kebutuhan, karena akan 
lebih mendekati distorsi perkembangan ketimbang normalisasi 
pertumbuhan. Sering juga kita menyebut yang kedua sebagai 
nasib atau takdir ketika seseorang baru memulai berdiri di 
awal kemiskinannya, sebab situasi seperti ini tidak serta merta 
dapat dilogiskan kejadiannya sehingga individu atau 
masyarakat sering berpasrah pada situasi ketika dia tidak 
mampu untuk masuk pada suatu tahapan ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, alhasil pasrah dan 
saling menyalahkan yang akan terjadi. 
 
Ketiga, titik awal kemiskinan ketika tercipta “budaya 
orang kaya”. Mengapa dikatakan demikian karena budaya 
sangat mempengaruhi mobilitas struktur sosial seseorang. 
Contoh yang bisa diberikan adalah ketika muncul budaya 
hedonis di kota dengan resiko biaya ekonomi dan sosial yang 
tinggi, tidak sedikit kemudian orang di desa mencoba untuk 
mengikutinya seperti misalkan berpakaian mahal, dan suka 
dengan dunia gemerlap, apa yang terjadi adalah budaya orang 
kota menjadi konsumsi mereka di desa sehingga 
menyebabkan konsekuensi dari budaya tersebut melahirkan 
kerentanan. Sebut saja besar pasak daripada tiang, 
menggambarkan betapa besar pengeluaran yang harus dia 
keluarkan sementara pendapatanya tidak seimbang yang 
terjadi malah individu tersebut akan mengalami degradsi 
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modal ekonomi sehingga harus menanggung yang namanya 
ketidakmampuan ekonomi. 
 
MENJAWAB KITA MISKIN ATAUKAH DIMISKINKAN 
Kemiskinan bukan pilihan, kemiskinan bukan pula kutukan, 
namun kemiskinan adalah suatu realitas sosial dimana setiap 
individu maupun masyarakat bisa saja mengalaminya. Suatu 
waktu saya duduk bercerita dengan teman yang sementara 
mendalami filsafat, dia berkomentar bahwa miskin adalah 
siklus keseimbangan dimana miskin tidak akan terpetakan atau 
terjadi dengan sendirinya, namun kaitan dengan siklus 
kehidupan manusia maka kemiskinan itu akan selali akan ada. 
Sementara teman lain yang belajar ekonomi berpendapat lain, 
bahwa kemiskinan itu ada semenjak orang mengenal 
kehidupan bermasyarakat. Menarik kiranya kita bicara tentang 
kemiskinan, banyak ahli berpendapat bahwa miskin itu erat 
kaitannya dengan individu, lembaga dan budaya. 
 
Apa yang saya sampaikan di atas adalah kita merasa 
miskin sebab kita mengukur keadaan kita sendiri dengan 
orang lain, maka ketika seseorang telah terbentuk pemikiran 
seperti itu, maka kemiskinan tidak akan terlepas dari 
kehidupannya. Keadaan seseorang dalam pandangan miskin 
terbentuk karena ada ukuran kemiskinan yang kita bentuk dan 
pakai beramai-ramai, maka jangan salah ketika ada orang yang 
dianggap miskin akan tersinggung, penyebabnya adalah 
ukuran yang kita pakai hanya berbentuk material belaka, 
termasuk apa yang dikemukakan oleh UNDP, BAPPENAS 
bahkan BPS. Sementara objek yang kita nilai malah tidak 
merasa miskin walaupun dia berada pada garis besar yang 
telah digambarkan. 
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Inti dari permasalahan tersebut adalah ketika 
pembangunan dilakukan ukuran objek material inilah yang 
dijadikan rujukan sehingga kemiskinan yang menurut dia telah 
terselesaikan bukan menjadi jawaban bagi mereka yang 
digambarkan miskin, dan masalah ini menjadi berkepanjangan 
hingga menjadi sebuah siklus yang tak ada ujungnya.Selain itu 
kemiskinan yang diukur lebih berada pada posisi 
penyelenggara pemberantasan kemiskinan, satu hal yang 
dilupakan bahwa kemiskinan itu muncul secara parsial tidak 
linear seperti pada metode penyelesaiannya, di sinilah salah 
satu kefatalan yang dilakukan oleh perencana-perencana 
pembangunan. 
 
Kemiskinan yang diselesaikan dengan pola linear akan 
menghasilkan kondisi masyarakat yang pragmatis, artinya 
penyelesaian itu akan terjadi pada tataran realitas namun tidak 
mengena pada ideology. Pada kesimpulannya bisa saya 
gambarkan bahwa kemiskinan itu berporos pada dua sumbu 
yaitu dari metode dan system. Metode merupakan pendekatan 
pengukuran serta pengembangan dari inti masalah yang akan 
kita kaji dalam hal ini kemiskinan, apabila metode yang dipakai 
hanya pada kajian hasil maka kemiskinan pada tahapan 
ideologi tidak akan pernah terselesaikan, selain itu sistem 
dalam kehidupan bermasyarakat masih bersifat struktural 
sehingga kemiskinan itu akan tetap ada karena kesejahteraan 
akan terpolakan secara hirarki dari atas ke bawah atau 
sebaliknya. Maka muncul kesimpulan sementara, bahwa 
penyebab dari kemiskinan adalah karena metode dan sistem, 
bukan karena kita miskin atau dimiskinkan namun pelaksanaan 
dari kedua hal tersebut sehingga masyarakat selalu berada 
pada siklus kemiskinan yang sampai kapan pun tidak akan 
selesai. 
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Bagian II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN MENUJU KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT DI KABUPATEN BURU 
 
 
 
Perkembangan pendidikan tidak selamanya linear 
dengan kesejahteraan, tidak ada jaminan tingginya tingkat 
pendidikan akan menimbulkan realitas kesejahteraan yang 
mutlak. Satu hal yang bisa kita simpulkan sebagai penanda, 
bahwasanya ketidaklineran pendidikan dengan kesehjateraan 
yaitu “persaingan” antara ketersediaan sumber kehidupan 
dengan jumlah manusia yang membutuhkan sumber tersebut. 
Pandangan ini bukan suatu pesimisme terhadap sektor 
pendidikan, namun inilah sebagai dekonstruksi awal merubah 
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sekolah bukan sekedar mencari ijasah atau pengakuan 
legalitas namun lebih dari itu pendidikan menjadi konstruksi 
awal uantk seseorang berkreatif dalam menjalani kehidupan 
setelah dia menjadi orang terdidik. 
 
Masyarakat di Kabupaten Buru adalah masyarakat yang 
telah memiliki konstruksi sebagai kondisi masyarakat pada 
tataran menuju modern, masyarakat yang tidak bisa kita sebut 
sebagai konservatif, jadul (jaman dulu), tradisional atau pun 
label yang mengindikasikan keterbelakangan, akan tetapi 
masyarakat yang semakin haus informasi, haus pengetahuan 
bahkan haus apa yang ditakutkan oleh kaum postmodern yaitu 
„pencitraan‟. Hal ini bisa kita buktikan dengan pola konsumsi 
yang telah menyerupai kota-kota besar di Indonesia; 
handphone bukan lagi berfungsi sebagai alat komunikasi 
namun bagi masyarakat di kabupaten Buru sudah menjadi 
status sosial yang mengidentitaskan sang pemilik sebagai 
simbol kesejahteraan, mobil; bukan lagi moda transportasi 
yang efisien namun mencitrakan bahwa sang pemilik adalah 
seseorang yang patut dihormati dan dihargai dari status sosial 
ekonomi. Gambaran pergeseran tidak sekedar terjadi pada dua 
hal tersebut namun banyak fenomena yang bisa kita jadikan 
rujukan bahwa sebenarnya masyarakat Buru telah mengalami 
transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. 
 
Kembali kita akan membahas pendidikan yang 
sebenarnya merupakan sumbu kehidupan, dalam 
perkembangan suatu masyarakat. Masyarakat Buru yang 
semakin dinamis terpolakan dengan konsumsi pendidikan 
yang tidak lagi sebatas lokalitas namun sebagian telah 
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mengecapi pendidikan di luar daerah, Jogja, Semarang, 
Makasar, Malang dan Ambon menjadi tujuan favorit 
masyarakat yang ingin mengembangkan wacana 
pengetahuannya meskipun tersedia lembaga pendidikan 
setingkat universitas di Pulau Buru, namun inilah konsekuensi 
modernisasi yang melahirkan rasionalitas dalam suatu pilihan 
seperti yang dikemukakan oleh beberapa Sosiolog terkemuka 
seperti James Coleman. 
 
Kalau kita tarik dari pengalaman masa lalu, historisme 
pendidikan bangsa Indonesia adalah hasil dan pengaruh dari 
Politik Etis, dimana pengaruh Politik Etis dalam bidang 
pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali untuk 
pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan 
pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok 
etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. 
Abendanon (1852-1925) yang menjabat Menteri Kebudayaan, 
Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak 
tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum 
priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-
daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi 
semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan 
orang-orang Pribumi. Kalangan pendukung Politik Etis merasa 
prihatin terhadap Pribumi yang mendapatkan diskriminasi 
sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka 
berusaha menyadarkan Kaum Pribumi agar melepaskan diri 
dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut 
model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut 
pendidikan ke arah swadaya (Wikipedia, Politik Etis. 2014). 
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Apa yang kita temukan di Pulau Buru adalah segmentasi 
pendidikan akibat otonomi yang diberikan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, polarisasi akibat geografi 
mengakibatkan banyak masyarakat Buru yang telah mengecap 
pendidikan untuk tidak kembali ke daerahnya. Pertanyaanya, 
apa yang mau dikerjakan?, ketika daerah belum tereksplorasi. 
Pandangan pengelolaan mereka hanya akan tertuju pada 
sektor pertanian dan kelautan sebagai sumberdaya yang 
bersedia menerima intelektual yang selama ini mereka 
dapatkan di kota-kota pendidikan, akibat dari tidak 
tersedianya sumberdaya manusia untuk mengolah berbagai 
sumberdaya yang dimiliki. Kondisi ini berubah saat hak 
mengelola daerah (otonom) diberikan, banyak putra-putri 
daerah yang merasa berkepentingan untuk kembali 
membangun negeri yang sekian lama ditinggalkan. Namun, 
jumlah yang tersedia belum menutupi angka kebutuhan untuk 
suatu struktur birokrasi dan harus menerima mereka yang 
bukan asli masyarakat Buru. Inilah gambaran kecil 
keterhubungan antara dunia pendidikan dan ketersediaan 
sumberdaya manusia bagi pembangunan masyarakat Buru. 
 
Hal seperti ini dapat kita pelajari saat Jepang di masa 
Meiji, Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru 
tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, 
yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap 
fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan 
Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji 
diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional 
(satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). 
Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah 
58 
yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh 
pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan. Pada masa 
sebelum Meiji di Jepang sudah ada lembaga pendidikan 
Terakoya yang diperuntukkan bagi pendidikan rakyat biasa. 
Lembaga pendidikan ini berdasarkan pada Konfusianisme. 
Setelah masa Meiji, barulah dikembangkan sistem pendidikan 
Barat. Sistem tersebut masuk ke Jepang dengan adanya 
perubahan politik pada masa itu. Sebagai akibat dari 
diadakannya politik pintu terbuka, maka pada masa itu banyak 
dikirim para pelajar Jepang ke Barat. Di samping itu juga digaji 
oleh pemerintah Jepang para pengajar asing (oyatoi 
gaikokujin) yang didatangkan dari luar negeri. Para pengajar 
asing ini lah yang membawa pemikiran pendidikan Barat serta 
buku-buku teks dan peralatan pengajaran Barat ke Jepang 
(Rustam, 2003). 
 
Melanjutkan apa yang telah dicapai sebelumnya, 
pemerintah dengan berbagai regulasi terus berusaha untuk 
melindungi serta mengembangkan pendidikan, di dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan 
UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 
20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga 
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan 
memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
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yang diatur dengan undang-undang (Rencana Strategis 
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014), pendidikan 
diupayakan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) 
dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa 
adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya 
manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan 
(idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah membentuk 
manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, 
berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi 
berbagai kebutuhan secara wajar, berkepribadian, 
bermasyarakat dan berbudaya. Kalau dikaji secara mendalam 
tujuan pendidikan yang selama ini dirumuskan dalam berbagai 
 
UU pendidikan nasional, akan terbaca betapa pendidikan 
nasional diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia 
yang: 
 
1. Religius dan bermoral 
2. Yang menguasai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan 
3. Yang sehat jasmani dan rohani 
4. Yang  berkepribadian  dan  bertanggung  jawab  
(Soedijarto, 2008). 
 
 
Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk 
mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada 
pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, 
 
moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan 
keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan 
kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. 
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Belajar Dari Sarbonne di Prancis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pikiran tak pernah muncul dari ruang kosong. Ia 
bukanlah hasil creatio ex nihilo yang seolah vakum dari 
sejarah, dari relasi-relasi sosial, dan sekonyong-konyong hadir 
dengan penuh gegap gempita. Pikiran mesti dilihat sebagai 
ekspresi dari relasi antar berbagai prakondisi material: situasi 
sosial-politik-ekonomi, konfigurasi sejarah dan akhirnya juga 
institusi, baik dalam arti formal (universitas) dan informal (café, 
salon des artistes). Untuk belajar lebih jauh bagaimana 
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pendidikan membentuk sumberdaya manusia saya coba 
mengajak kita semua untuk melihat Universitas Paris atau apa 
yang dikenal sebagai Sorbonne. Universitas Paris didirikan 
pada tahun 1200 oleh Raja Philippe-Auguste dan didukung 
melalui dekrit kepausan oleh Paus Gregorius IX pada tahun 
1231 yang mencakup empat fakultas: teologi, hukum, 
kedokteran sebagai fakultas utama, dan kesenian sebagai 
fakultas rendah. Pada tahun 1257, penasihat Raja Louis IX, 
Robert de Sorbon, mendirikan fakultas khusus untuk para 
pelajar teologi yang miskin, kampus inilah yang nantinya 
dikenal sebagai Sorbonne. Oleh karena kampus tersebut 
perlahan-lahan meraih posisi politik yang kuat, maka semenjak 
abad ke-15 keseluruhan universitas Paris dikenal sebagai 
Sorbonne. 
 
Pada masa itu, fakultas teologi di Sorbonne memegang 
peran politik yang kuat dengan hak untuk menyensor atas 
nama Raja dan Paus. Kekuatan politik ini sebegitu efektifnya 
sampai-sampai seorang filsuf sekaliber René Descartes, ketika 
ia menerbitkan bukunya yang dianggap sebagai tonggak 
kelahiran filsafat Modern, Meditasi tentang Filsafat Pertama, 
merasa perlu untuk „minta restu‟ dari dekan dan para doktor 
„fakultas suci Teologi di Paris‟ dan mempersembahkan 
 
karyanya itu kepada mereka seraya memohon patronase 
(Suryajaya, 2011). 
 
Dengan deretan panjang para pendaftar. Di antara para 
calon mahasiswa yang nantinya menjadi filsuf besar pun, 
jumlah yang gagal pada ujian pertama cukup banyak; Derrida 
gagal dalam ujian pertamanya, Foucault pun demikian dan 
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bahkan mesti mengulang kelas persiapan (khâgne) untuk 
mengikuti ujian, Lyotard gagal dua kali dalam ujiannya dan 
akhirnya memilih masuk Sorbonne. 
 
Minimnya jumlah mahasiswa yang diterima ini 
disebabkan oleh standar ujian masuk yang memang sangat 
tinggi. Namun penempaan yang keras dalam ENS ini terbukti 
membuahkan hasil. Ini terlihat dari fakta bahwa tingginya 
presentase jumlah para pengajar di Sorbonne yang berasal 
dari ENS 
 
Institusi ketiga yang layak disoroti di sini adalah Collège 
de France yang sudah didirikan sejak tahun 1530 oleh Raja 
François I. Collège ini berbeda dari kampus pada umumnya 
karena selain ia tak menyediakan gelar apapun bagi yang 
mengikuti kuliah-kuliahnya dan tidak mengadakan ujian 
apapun, kepesertaannya pun sepenuhnya terbuka dan bebas 
biaya. Seluruh masyarakat Prancis boleh datang dan mengikuti 
kuliah yang diberikan dalam Collège. 
 
Institusi ini sangat prestisius bagi kalangan intelektual 
Prancis karena para anggotanya, yakni pengajar yang diizinkan 
memberi kuliah dalam Collège, diangkat secara khusus oleh 
para anggota senior dan hanya intelektual yang dipandang 
telah benar-benar mencapai puncak penguasaan atas 
bidangnyalah yang dipilih menjadi anggota. Alan Schrift 
mencatat bahwa peran Collège terutama bersifat kultural, atau 
dengan kata lain, non-akademik (Schrift 2006: 193). Karena 
publiknya tersusun dari seluruh lapisan masyarakat Prancis 
dengan latar belakang yang beragam, maka keuntungan 
menjadi pengajar di Collège adalah dapat mempengaruhi 
secara langsung lanskap kebudayaan Prancis secara umum 
(Suryajaya, 2011). 
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Gambaran diatas harusnya dapat mempengaruhi cara 
berpikir kita semua, bahwa masyarakat Buru belum terlambat 
untuk mencontoh sistem pendidikan di Prancis. Alangkah 
indahnya ketika sarana-sarana pendidikan mampu 
menciptakan orang yang bermotivasi mengembangkan 
potensi lokal, bukan kemudian berebut menjadi pegawai 
negeri dengan status sosial yang melingkari, lebih dari itu, 
kesejahteraan dapat disimpulkan dari pengetahuan yang 
dimiliki oleh putra-putri masyarakat Buru itu sendiri. 
Pernyataan bahwa pendidikan harus mampu memberikan 
manfaat kepada semua orang karena masyarakat dunia 
sekarang adalah masyarakat tanpa batas di tengah gempuran 
teknologi informasi dan proses globalisasi. Dengan demikian, 
masyarakat yang terdidik adalah masyarakat yang mampu 
hidup bersama-sama dengan manusia yang lain serta alam 
sekitarnya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan luas, 
hubungan yang luas, wawasan yang besar terhadap dunia dan 
alam sekitarnya, dari sinilah peran signifikan dari pendidikan. 
 
Pendidikan harus mampu membangun masyarakat 
pebelajar yang ingin mengetahui semua hal, kemudian 
mengaplikasikan yang diketahuinya, selanjutnya dengan 
pengetahuan yang ada dapat hidup bersama-sama dengan 
semua makhluk dan menjadi manusia yang seutuhnya. Hal 
tersebut sangat relevan dengan empat pilar belajar yang 
dikeluarkan UNESCO, yaitu; learning to know, learning to do, 
learning to live together, dan learning to be (Jacques, 1996). 
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Lebih dari itu, semua akan kembali pada individu 
masing-masing untuk memilih dan memilah tindakan yang 
akan diambil untuk memperoleh pendidikan maupun 
menggapai kesejahteraan. Subtansi dari tulisan ini adalah 
membongkar dualisme pendidikan dan kesejahteraan dimana 
sebagian hipotesis menyatakan bahwa tingginya tingkat 
kesejahteraan akan berdampak positif pada pendidikan. 
Namun tidak selamanya kesejahteraan akan berdampak linear 
dengan pendidikan ketika pendidikan bukan menjadi fakta 
sosial di dalam masyarakat namun sebaliknya kesejahteraan-
lah yang menjadi fakta sosial yang memaksa setiap individu 
yang berada di dalamnya. 
 
Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini 
biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social 
welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan 
non-material. Midgley, et al (2000: xi) yang dikutip dalam Edi 
Suharto, PhD (Depsos 2006), mendefinisikan kesejahteraan 
sosial sebagai “… a condition or state of human well-being.” 
 
Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia 
aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 
kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat 
dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan 
dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Di 
Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep 
pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas 
yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk 
meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. 
Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera 
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Secara pendapatan per kapita, kabupaten Buru bukan 
lagi wilayah yang mendapatkan nilai minus, namun kecepatan 
putaran uang melebihi produktivitas masyarakat, logikanya 
yaitu; coba kita bandingkan dalam keseharian bahwa berapa 
banyak hasil bumi (laut maupun darat) yang mampu dijual 
sebagai nilai pakai, berapa banyak investasi pertanian, 
perkebunan, bahkan kelautan yang mampu ditukar dari nilai 
guna menjadi nilai jual. Bandingkan dengan jumlah 
handphone yang terbeli, motor yang terjual sampai konsumsi 
pulsa dalam sehari. Sangat ironis ketika masyarakat harus 
berada pada garis kesejahteraan tetapi lebih besar 
pengeluaran daripada pemasukan. 
 
Ini bagi saya bukan suatu kondisi untuk 
mengatakan masyarakat Buru telah sejahtera  
melainkan terjebak dalam budaya 
konsumerisme yang terus “menggrogoti” 
setiap sendi kehidupan, konsumerisme di 
masyarakat Buru tidak dapat dibendung 
akibatnya kesejahteraan hanya sekedar 
pencitraan bukan realitas yang terbangun 
dari rasional manusia. 
 
Istilah ekonomi moral sebenarnya sudah cukup lama 
muncul dalam khasanah ilmu sosial dan diperkenalkan 
pertama kali oleh E. T. Thompson pada tahun 1966 lewat 
bukunya The Making of The English Working Class dan 
berkembang hingga saat ini (Ahimsa, 2003.). 
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Ada yang bisa kita pelajari dari konsep-konsep yang 
disampaikan oleh James C Scott dan Samuel Popkin 
bahwasanya dalam masyarakat kita ada fregmentasi cara 
berpikir dan moral yang dimiliki oleh tiap kelompok maupun 
individu. Belajar dari dua konsep “moral ekonomi petani” dan 
“petani rasional” maka tercermin dalam pemikiran kita 
bahwasanya tiap individu akan di pengaruhi oleh dua faktor 
yang berbeda yaitu; kemampuan masyarakat untuk 
mempengaruhi dan memaksa individu atau kemudian 
aktualisasi dari individu sebagai konsekuensi rasionalitas yang 
dia miliki. 
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Gejala Liberalisasi Pendidikan 
 
 
 
 
 
Otonomi daerah terkadang menjadi ajang penumpukan 
Kapital oleh oknum-oknum di daerah, berbagai kebijakan 
nasional menyangkut pendidikan telah dikeluarkan sebagai 
upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia. Tidak 
terkecuali Kabupaten Buru merupakan integral dari suatu 
negara, semestinya harus mampu menjalankan serta 
menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah 
ditetapkan, bukan sebaliknya melakukan suatu tindakan 
berbeda arah tujuan dengan pemerintah. 
 
Fenomena punggutan di sekolah masih dapat kita temui, 
harus diakui banyak pihak orang tua yang berkeberatan 
dengan kondisi tersebut namun di satu sisi mereka tidak mau 
mengambil resiko ketika nanti anaknya terkena dampak 
diskriminasi akibat ketidaksetujuan mereka. Saya juga ikut 
mengkhawtirkan kondisi tersebut bilamana tindakan ini 
sebagai upaya pembenaran maka akan lahir leberalisasi dalam 
pendidikan di Kabupaten Buru. 
 
Mungkin tulisan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak 
ilmiah, karena tida serta merta menunjukan bukti bahwa 
kejadian itu terjadi secara struktural, namun sebaliknya saya 
akan menjelaskan secara umum tentang kondisi pendidikan 
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kita di Kabupaten Buru. Ada beberapa hal yang bisa 
dikemukakan disini yaitu; 1) bagaimana sekolah menarik biaya 
masuk siswa baru, 2) fotocopi bahan belajar, 3) orang tua 
dibebankan pada kegiatan ekstrakulikuler. 
 
1. Fenomena sekolah yang menarik uang masuk 
untuk siswa baru hampir terjadi di seluruh 
sekolah negeri maupun swasta di kabupaten 
Buru, tidak satupun dari perilaku tersebut yang 
memiliki kekuatan legal formal atas tindakan 
tersebut. 
Orang tua dibebankan untuk membayar sekian 
rupiah untuk pengadaan seragam, kaos olahraga, 
hingga kaos kaki. Yang menjadi persoalannya 
kenapa kemudian ini menjadi beban dan diatur 
dengan aturan sekolah, padahal tidak ada 
kebijakan nasional yang mengharuskan siswa 
baru diperlakukan secara massif dengan aturan 
lokal yang bersifat mencari untung.  
Seringkali orang bertanya, kemana uang 20 
persen alokasi pemerintah pusat untuk 
pendidikan, dimana konsekuensi pendidikan 
dasar sembilan tahun dan lebih menyakitkan 
yaitu akses orang tidak mampu terhadap 
pendidikan yang jelas-jelas sudah diatur dengan 
aturan makin tidak berfungsi ketika gejala 
perilaku liberalisasi pendidikan itu terjadi. 
Kondisi ini diperparah dengan tekanan dalam 
bentuk penetapan jumlah, bukan sebaliknya 
kemampuan orang tua untuk memenuhi 
kebutuhan anaknya, inilah yang dikritik keras 
oleh Eko Prasetyo bahwa “orang miskin dilarang 
sekolah”. 
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2. Bahan ajar dan bahan untuk belajar sudah 
diatur sebagaimana mestinya, siswa maupun 
guru tidak diatur untuk mengeluarkan biaya 
secara massif dalam pengadaan bahan-bahan 
untuk belajar.  
Kejadian yang terus menerus terjadi guru 
seringkali membebankan materi pembelajaran 
atau bahan belajar kepada siswa, pada akhirnya 
akan mengarah pada kemampuan ekonomi orang 
tua dari siswa tersebut.  
Sederhana, dengan menyuruh siswa untuk 
membayar ataupun memfotocopy bahan ajar 
yang telah disiapkan. Apabila kemudian ada 
ketidakmampuan dari siswa maka terbukalah 
peluang marjinalitas antar siswa karena modal 
ekonomi yang semestinya tidak harus seperti itu. 
 
3. Orang tua dibebankan pada kegiatan 
ekstrakulikuler tidak sedikit orang tua murid 
harus mengeluarkan biaya ekstra terhadap 
aktifitas anaknya di sekolah.  
Kegiatan sebagai penunjang keberhasilan siswa 
seharusnya menjadi tanggung jawab bersama 
kedua belah pihak, bukan kemudian beban 
tersebut dilimpahkan seluruhnya kepada orang 
tua murid, akibatnya anak yang berasal dari 
keluarga yang tidak mampu memilih untuk 
berdiam dengan resiko yang minim ketimbang 
mengikuti potensi yang dimiliki namun tidak 
didukung secara financial orang tuanya. 
 
Dengan kondisi seperti ini, baiknya pihak Pemerintah 
Daerah memiliki Sense atas apa yang tengah terjadi pada 
 
70 
proses pendidikan di Kabupaten kita yang sama-sama kita 
harapkan untuk lebih maju. Sudah selayaknya Pemerintah 
Daerah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan yang sangat merugikan 
masyarakat umum. Kajian, penelitian dan evaluasi mestinya 
dilakukan secara rutin, harus ada instrument daerah untuk 
mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh pihak-pihak 
sekolah. 
 
Pemerintah Daerah seharusnya jauh lebih berani lagi 
untuk menegur, bahkan memberikan hukuman berat atas 
tindakan tersebut, karena jaminan pendidikan bukan lagi 
sesuatu yang termarjinal di Republik ini. Contohnya; guru 
sudah diberikan Gaji yang memadai, ditambah sertifikasi, 
renumerasi, tunjangan dan yang terpenting, Harkat dan 
Martabat mereka sudah sangat diperhitungkan. Namun 
tindakan yang dilakukan tidak serta merta membawa nama 
pribadi ataupun oknum pelaku itu saja, tetapi kemudian 
menyeret institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru karena 
dianggap bagian dari struktur tersebut. Masyarakat akan 
bertanya “dimana peran Pemerintah Daerah, jangan-jangan ini 
petuah dari atas”. 
 
Hal lain yang perlu diperhatikan juga yaitu pengendalian 
mutu pendidik, motivasi menjadi guru hanya sekedar 
 
“kemapanan”,  guru  tidak  kemudian  untuk  belajar  dengan 
 
alasan mengurusi rumah tangga dan ekonomi keluarga, 
harusnya profesi guru di Kabupaten buru menjadi profesi 
pengabdian yang tidak serta merta dijadikan lembaga 
 
“pendonor rumah tangga” saja. Karena tranformasi 
 
pengetahuan membutuhkan kerja keras dan keinginan kuat 
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untuk merubah orang yang kita didik menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. 
 
Semestinya Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Daerah Kabupaten Buru mengambil bagian dari proses 
pendidikan yang sedang berjalan. Harus ada komitmen serta 
cara cerdas untuk mengatasi semua ini, karena kalau tidak 
yang akan menjadi korban adalah masyarakat Buru sendiri dan 
konsekuensinya mengarah pada kualitas sumberdaya manusia. 
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Siapa Yang Harus Bertanggung jawab 
 
 
 
Kembali harus kita membedah masyarakat Buru dalam 
pencapaian suatu kesejahteraan, apa yang terpetakan? Dan 
apa yang tergambarkan. Dalam masyarakat Buru individu 
terdeferensiasi pada dua lahan; pertama, lahan yang disebut 
“Keluarga” dan yang kedua, adalah lahan “Politik”. Lahan 
keluarga lebih mendekati pada hubungan kekerabatan antar 
satu individu dengan individu lainnya yang diikat oleh 
hubungan darah yang masih lekat dengan asal daerah yang 
sama. 
 
Contoh yang bisa saya kemukakan yaitu tentang 
bagaimana kemudian masyarakat yang berasal dari salah satu 
daerah yang sama akan selalu merasa sepenanggungan dalam 
sirkulasi hubungan sosial. Kita melihat selalu ada arogansi 
keluarga ketika salah satu tersakiti maupun berada dalam 
situasi yang sulit, primodial selalu menjadi semangat mereka 
untuk saling membantu tetapi saya juga belum berani 
mempostulatkan itu semua karena dinamika sosial pada 
masyarakat Buru sangat labil, tapi setidaknya secara teoritis 
seperti itu yang bisa digambarkan. Lain halnya dengan lahan 
politik yaitu individu maupun kelompok yang berada pada 
satu kepentingan yang sama namun bersifat temporer seperti 
halnya partai politik atau organisasi kemasyarakatan. 
 
Kondisi ini seringkali bersinggungan dengan lahan 
kekerabatan ketika keduanya harus bertemu pada titik 
momentum yang sama pentingnya, seperti Pemilu maupun 
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Pilkada. Tidak mengherankan seringkali terjadi konflik 
horizontal akibat adanya segregasi ranah kepentingan dan 
basis ideologis. Hal tersebut di atas sekedar untuk 
menggabarkan moral sosial ekonomi yang nanti saya 
hubungkan dengan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan 
dari pendidikan. 
 
Kembali lagi, ketika kesejahteraan terjerumus dalam 
pencitraan maka pendidikan menjadi subordinat dari 
kesehjateraan, orang tidak lagi sekolah untuk memahami 
namun sekolah sekedar konsumsi untuk legal formal 
mendapatkan status pegawai negeri. Dosen, guru semua 
terperangkap pada nilai ekonomis bukan subtansi pendidikan 
untuk membangun kesadaran siswa bahwa sekolah untuk 
memahami bukan sekolah untuk mencari ijasah. Akibatnya kita 
minim penelitian, minim sumbangsih ilmu pengetahuan 
bahkan kita masih harus belajar banyak dari daerah-daerah 
lain. 
 
Pertanyaan selanjutnya, siapa yang kemudian paling 
bertanggun jawab untuk ancaman degradasi ini? Bupati, Kepala 
dinas Pendidikan, Dosen, Guru, orang tua, atau siapa? Yang jelas 
kita semua adalah penanggung jawab terjadinya degradasi. Tugas 
Pemerintah Daerah yaitu merubah paradigma ekonomis menjadi 
paradigma pengabdian, tanpa harus memarjinalkan para pendidik 
sebagai korban dari sebuah kebijakan. Tidak mudah untuk 
merubah semua itu, tantangan yang harus dijawab adalah 
bagaimana seorang guru merasa nyaman, bagaimana siswa 
merasa betah, dan bagaimana masyarakat Kabupaten Buru 
memiliki pikiran produktif. 
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Dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan 
tersebut adalah: (1) Social demand approach, dan (2) Man-
power approach (Rohman, 2002). Social demand approach 
adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan 
pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, 
serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. 
Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan akan 
terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi 
yang berkembang di masyarakat sebelum mereka 
merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan 
kalau perlu mereka melakukan hearing dan menangkap semua 
aspirasi dari bawah secara langsung. Pendekatan kedua adalah 
man-power approach, yakni sebuah pendekatan yang lebih 
 
menitik-beratkan kepada pertimbangan-pertimbangan 
rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya 
manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. 
Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada 
permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat 
menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan 
tertentu atau tidak; tetapi yang terpenting adalah menurut 
pertimbangan-pertimbangan rasioal dan visioner dari sudut 
pandang pengambil kebijakan. 
 
Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai 
upaya memperbaiki kondisi yang ada yaitu, 
 
Tawaran pertama; rubah seluruh mental 
pendidik, bahwa menjadi seorang pengajar 
adalah investasi. 
 
Ganti cara berpikir bahwa hidup bukan hanya untuk 
uang, namun lebih daripada itu adalah pengabdian. Guru 
ibarat ibu menyusui, apa yang dimakan akan ditelan juga oleh 
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muridnya maka guru yang hanya bisa main hp, jalan-jalan ke 
pasar, ngerumpi, bahkan berjualan di didik ulang untuk 
disadarkan memahami paradigm pendidikan yang seutuhnya. 
Guru harus lebih giat belajar, giat untuk mencari sesuatu yang 
baru bukan sekedar mengurus pangkat dan golongan serta 
sertifikasi tanpa berpikir arti keberadaan dia di tengah-tengah 
muridnya. 
 
Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru 
harus lebih berani bersikap dan rasional. 
Bersikap dalam artian mampu menkonstruksi 
model guru yang memiliki kemampuan, keinginan 
untuk lebih baik. Bukan terperangkap dalam 
ranah-ranah politik yang seringkali terlihat 
seperti ketakutan tidak diajak ke panggung 
birokrasi. 
 
Pemerintah daerah harus memiliki instrument yang 
mampu untuk mengukur kinerja, kapasitas dan berani 
mengevaluasi setiap guru pada tataran yang lebih pragmatis. 
Kalau sekarang pemerintah sudah berusaha mensejahterakan 
guru kenapa guru tidak berpikir untuk membanggakan 
siswanya. 
 
Harapan besar selalu menanti, bahwa adanya hubungan 
yang linear antara kesejahteraan para pendidik dengan hasil 
pendidikan. Kita masih berharap bahwa pemda sadar 
fungsinya sebuah pendidikan, begitu pula para pendidik, 
semestinya sadar bahwa membangun karakter manusia bukan 
persoalan mudah, namun ada tanggung jawab besar yang 
harus diemban sehingga yang di didik mampu memahami apa 
yang dipelajarinya. “Setiap orang berhak untuk hidup, namun 
tidak setiap orang berhak menjadi seorang guru”. 
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Transformasi Budaya Lokal 
 
 
 
Keberagaman adat istiadat seperti halnya tarian, bahasa, 
hukum, dan lain sebagainya merupakan aset daerah yang 
semestinya terus dipertahankan untuk menjadi identitas 
masyarakat Buru pada khususnya. Apa yang saya jelaskan 
sebelumnya menjadi ancaman besar terhadap berbagai 
keberagaman serta kekayaan lokal bilamana budaya popular 
yang diproduksi secara massif terus menerus menggrogoti 
tatanan-tatanan lokal yang semakin dilupakan. 
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Sebagai perbadingan, hampir di seluruh Pulau Jawa 
siswa diwajibkan memakai batik bahkan ada yang ditentukan 
waktunya untuk memakai pakaian adat setempat, sebagai 
upaya melestarikan budaya lokal yang dianggap semakin 
terpinggirkan. 
 
Kenapa kemudian kita yang di Pulau Buru 
tidak membelajarkan anak-anak kita dengan 
Kain adat, tari cakalele, tari sawat, bahasa 
Buru, atau juga arti dan makna serta simbol 
dari Lestari. 
 
Pesimistis itu semakin nyata ketika masyarakat di 
kabupaten Buru lebih menikmati alunan music Noah, Ungu 
atau bahkan group band hip hop. Munculnya butik-butik 
modern, distro, komunitas nongkrong di Kota Namlea sebagai 
indikasi semakin kuatnya keinginan masyarakat untuk 
mengkonsumsi budaya luar dalam bentuk keseharian mereka. 
 
Ancaman westernisasi selalu terbuka, seiring mudahnya 
akses transformasi dan informasi yang ada di Kabupaten Buru. 
Perlu diingat bahwa yang mendiami pulau Buru bukan saja 
orang pribumi yang berangkat dari tradisi yang dianggap 
sakral, kedatangan para transmigran, eksodus penduduk 
ambon, serta kedatangan para penambang juga membawa 
implikasi negativf terhadap nilai-nilai tradisional orang Buru itu 
sendiri. 
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Kita tidak lagi mendengar Sawat sebagai nada dering, 
atau lagu orang Buru sebagai music yang diperbincangkan. 
Tarian sawat hanya dikuasai oleh mereka yang telah beruzur, 
hikayat-hikayat masa lalu dianggap pengetahuan sekunder, 
bahkan memahami lestari dianggap sebagai sesuatu yang 
tertinggal, sehingga tanpa sadar kita mulai meninggalkan 
peradaban Masyarakat Buru itu sendiri. 
 
Pendidikan merupakan media yang paling efisien untuk 
menumbuhkan kecintaan seseorang terhadap budayanya 
sendiri, Pemerintah Daerah bisa menjadikan potensi budaya 
lokal menjadi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. Lewat 
mediasi tersebut diharapkan akan mampu membendung 
pergeseran nilai-nilai budaya lokal oleh budaya popular yang 
dibangun lewat pengenalan untuk mencapai pemahaman. 
 
Selain muatan lokal dalam kurikulum, Pemerintah Daerah 
jua bisa membuat komik, video documenter bahkan mungkin 
permaianan game handphone dengan basis cerita yang 
diambil dari budaya lokal. Yang jelas, harus ada usaha untuk 
memperpendek ketertinggalan konsumsi budaya lokal dengan 
budaya popular tinggal bagaimana komitmen dan kerja keras 
pemerintah untuk melakukan semua itu. 
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Penciptaan Sumberdaya Manusia 
yang Berkarakter 
 
 
 
 
 
 
 
Tulisan ini adalah salah satu tulisan yang pernah saya buat 
sebelumnya, terkait persiapan pemerintah menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean 2015, karena masalah pendidikan 
begitu krusial ketika persaingan yang akan terjadi tidak diimbangi 
dengan penciptaan sumberdaya yang berkarakter. Dalam 
keberlanjutan menghadapi MEA, Pendidikan semakin berperan 
penting untuk menentukan partisipasi suatu negara dalam MEA, 
setidaknya ada porsi penting ketika pendidikan bersinggungan 
dengan proses penciptaan sumberdaya manusia. Maka kausalitas 
ini menghasilkan konklusi terhadap pentingnya suatu pendidikan. 
Pandangan klasik melihat pendidikan sekedar menjadi alat 
reproduksi kelas sosial ekonomi (Rosyid, 
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epistemology pragmatisme: dalam pendidikan), keinginan 
seseorang memasuki jenis sekolah sesuai derajat sosial ekonomi 
orangtua untuk memegang posisi tertentu dalam struktur kelas 
masyarakat asalnya. Pendidikan sebagai alat reproduksi kelas 
membuka peluang mobilitas sosial vertical. Artinya, terjadi 
polarisasi pola pikir masyarakat terhadap pendidikan yang 
menciptakan fantasi dalam mengejar kesejahteraan semata. 
 
Sementara itu, Bourdieu (Mutahir, 2011) dalam memahami 
praktik reproduksi kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan 
dan secara khusus pada institusi sekolah, mengaitkan antara 
peran negara sebagai institusi dengan pewarisan kekuasaan. 
Negara yang terbentuk melegitimasikan kekuasaan atas 
masyarakatnya melalui serangkaian aturan-aturan (undang-
undang dan peraturan lainnya) yang mengikat dan harus dipatuhi 
oleh seluruh elemen dalam negara tersebut. Peran negara dalam 
pembentukan pasar kerja sehingga pewarisan intelektual lebih 
merupakan artikulasi kepentingan penguasa. 
 
Model pendidikan yang kita miliki masih belum terfokus 
pada penciptaan sumberdaya berkarakter produktif, selain itu 
pula perhitungan keberhasilan masih memakai logika kuantitatif. 
John Dewey (Rosyid, epistemology pragmatisme: dalam 
pendidikan), mengatakan bahwa pendidikan adalah penyesuaian 
pribadi yang bertumbuh terhadap lingkungannya (education is 
“adjustment of the growing personality to its environment”). Ia 
membuat lingkungan menjadi pusat pendidikan. Bagi Dewey 
manusia itu harus disesuaikan terhadap lingkungannya tanpa 
menyebut defenisi “lingkungan” secara jelas. Zamroni 
menambahkan bahwa sistem sentralisasi pendidikan ini telah 
membuat semakin berkembangnya birokrasi pendidikan yang 
kaku, yang menekankan proses pendidikan secara mekanistis, 
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yaitu yang cenderung memperlakukan proses pendidikan 
sebagai sebuah pabrik. Hasilnya adalah berkembangnya 
manusia-manusia bermental “juklak” dan “juknis” yang siap 
diperlakukan secara seragam (Suharto, Pendidikan Berbasis 
Masyarakat Organik Pengalaman Pesantren Persatuan Islam). 
Maka ketika berhadapan dengan persaingan pasar bebas, 
masyarakat kita sepertinya akan diperlakukan sebagai “buruh 
di pabrik sendiri” sebagai konsekuensi keseragaman tersebut. 
 
Persoalan pendidikan tidak saja menjadi permasalahan 
pemerintah pusat, daerah sebagai wilayah teritorial yang terkena 
imbas langsung dari kondisi tersebut harusnya menjadi pilar-pilar 
utama dalam pengembangan sumberdaya, berbeda kondisinya 
ketika Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Buru membuat kita 
akan bertanya-tanya tentang kesiapan daerah menyediakan 
sumberdaya untuk persaingan. Data berikut ini merupakan 
konsekuensi logis dari berbagai kebijakan yang mempengaruhi 
keterlibatan masyarakat Buru dalam proses pendidikan. 
 
 
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis 
Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Buru, 2013 
Jenis Tidak/Belum Masih Tidak 
Kelamin Pernah Sekolah Sekolah Sekolah Lagi 
    
Laki-laki 1,72 35,56 14,07 
    
Perempuan 4,38 32,88 11,39 
    
Total 6,10 68,44 25,46 
    
2011 6,25 71,56 22,19 
    
2010 1,80 75,41 22,79 
    
Buru dalam angka 2014   
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Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar 
 
Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru, 2013 
 
Kecamatan Jumlah murid Jumlah guru 
   
Namlea 4.270 370 
   
Waeapo 1.138 128 
   
Waplau 2.015 141 
   
Bata Bual 1.533 61 
   
Teluk Kaiely 610 58 
   
Waelata 1.505 86 
   
Lolong Guba 2.069 132 
   
Lilialy 1.440 135 
   
Airbuaya 1.836 121 
   
Fena Leisela 2.255 99 
   
Buru 18.671 1.331 
   
2012 18.361 1.421 
   
2011 18.625 1.505 
    
Buru dalam angka 2014 
 
Lebih lanjut membaca angka partisipasi sekolah pada 
kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Buru pada tahun 
2012 berada di atas 95 persen. Sedangkan untuk kelompok 
umur 13-15 tahun berada pada angka 86,12 persen dan pada 
kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya 
hanya sebesar 60,84 persen. Hal ini patut mendapat perhatian 
oleh Pemerintah Daerah, apakah hal tersebut disebabkan biaya 
pendidikan atau karena tidak tersedianya fasilitas sekolah 
untuk jenjang pendidikan tersebut. Rata-rata lama sekolah di 
Kabupaten Buru selama tiga tahun terakhir menunjukkan 
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perubahan ke arah yang lebih baik walaupun perubahan 
tersebut kecil nilainya. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah 
di Kabupaten Buru sebesar 7,43 tahun dan meningkat menjadi 
7,44 tahun pada tahun 2011 dan 7,69 tahun pada tahun 2012. 
Ini dapat diartikan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di 
Kabupaten Buru hanya selama kurang lebih 7 tahun atau 
hanya sampai kelas 1 SMP. 
 
Data di atas baru menunjukan pada bagian umumnya, 
namun belum menyentuh pada tataran subtansif bagaimana 
kemudian pemerintah daerah mampu menciptakan 
sumberdaya manusia yang berkarakter. Perlu diperhatikan 
bahwa pendidikan bukan sekolah, education is not schooling. 
Proses pendidikan dimulai bahkan sebelum manusia dilahirkan 
kemuka bumi, bayi yang sudah mulai bernyawa dalam 
kandungan ibunya sebenarnya sudah dapat mengenyam 
pendidikan (Rosyid, epistemology pragmatisme: dalam 
pendidikan). Sumberdaya manusia berkarakter seperti dalam 
tulisan ini yaitu sumberdaya manusia yang memiliki otoritas 
atas pengetahuannya sendiri. Manusia berada pada ranah 
yang tidak dibatasi lagi oleh kekuasaan dan kepentingan 
orang lain atas pengetahuannya. Sebab bersekolah bukan 
karena ijazah atau tuntutan persyaratan untuk bekerja 
melainkan ekspresi atas keinginan untuk memahami dirinya 
sendiri. Misalnya seseorang bersekolah pada kejuruan mesin, 
bukan sekedar mempelajari seluk beluk ilmu mesin seperti 
halnya tuntutan dunia kerja, namun sebaliknya dia masuk ke 
sekolah tersebut lebih dikarenakan ketertarikan dan keinginan 
untuk mendalami ilmu tentang mesin sekalipun ilmu yang 
dipelajarinya tidak terlalu dibutuhkan oleh dunia kerja. 
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Penciptaan sumberdaya berkarakter memiliki strategi 
tersendiri dalam pencapaian tujuannya seperti; 1) Persiapan 2) 
Pendalaman 3) Pengembangan 4) aktualisasi. Hal terpenting 
dalam strategi pencapaian, posisi pemerintah daerah haruslah 
sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penentu kebijakan 
pendidikan yang secara tidak langsug turut menentukan nasib 
masyarakat di Kabupaten Buru. Persiapan merupakan langkah 
awal dari proses penciptaan karakter dimana pendidikan 
sebagai proses awal pengenalan subjektifitas dari tiap individu. 
Setiap manusia diperkenalkan dengan dunia pendidikan 
dengan berbagai konsekuensinya. Proses ini merupakan 
penunjukan kepada individu tentang pendidikan sebagai 
sebuah alat atau media mempertahankan hidup. 
 
Selanjutnya pada tahapan pendalaman, seseorang akan 
dituntut untuk sekiranya mengkonstruksi keinginan, harapan, 
serta realitas yang akan dipilihnya. Saya masuk Sekolah Teknik 
bukan karena peluang kerjanya, namun lebih dari itu realitas 
yang saya konstruksikan merupakan hasil penelusuran dalam 
proses pendidikan. Maka seseorang tidak akan merasa 
terjebak, ataupun terpaksa dengan apa yang dikerjakan. Pada 
tahapan pengembangan merupakan proses penemuan 
sumberdaya manusia yang telah mencapai puncak 
pematangan, jadi karakter pada tahapan ini telah terbentuk 
sebagai sesuatu modal yang dimiliki oleh individu. 
 
Pada akhirnya, aktualisasi menjadi sumber 
penghidupan atas kepemilikan sumberdaya yang dimiliki oleh 
masing-masing individu, tanpa harus termarjinalkan oleh 
kebijakan-kebijakan pemerintah. Setiap individu akan terjamin 
untuk beraktualisasi dalam keberlanjutan hidup dan terlepas  
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dari ketergantungan dan hegemoni pemerintah atas sumber 
penghidupan. 
 
Dari sinilah bisa kita temukan titik terang sumberdaya 
berkarakter untuk eksistensi kehidupan bermasyarakat, dengan 
sumberdaya yang dimiliki individu akan melepaskan dirinya 
dari ketidakmampuan untuk mengakses sumber 
penghidupannya serta lebih survive dalam persaingan yang 
akan dihadapi. Dengan sendiri akan bergeser sekolah untuk 
mencari kerja menjadi sekolah untuk hidup, dan akan 
sendirinya mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi 
pengangguran dan kemiskinan.  
Berikut ini adalah skema pemikiran yang coba saya buatkan 
untuk merepresentasikan penciptaan sumberdaya manusia; 
 
 
   Mengkonstruksi 
Prose ssum berdaya manusiaya ng ya ng memil iki otoritas atas 
menunjukan  keinginan,  harapan, 
 Persiapan 
serta  realitas yang pendidikan sebagai 
alat atau media akan dipilih 
   
Pendalaman 
 
mempertahankan seseorang 
hidup 
 
  
  OTORITAS 
 PENGETAHUAN 
 
 
sumber penghidupan atas 
kepemilikan sumberdaya 
yang dimiliki oleh masing-
masing individu 
 
aktualisasi 
 
 
proses penemuan 
dan pembentukan 
sumberdaya 
manusia 
 
Pengembangan 
 
 
 
 
Proses penciptaan sumberdaya berkarakter tidak serta 
merta harus dari individu itu sendiri, dukungan dari berbagai 
pihak justru menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaanya. 
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah 
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kebijakan politik serta mekanisme pelaksanaan tinggal 
bagaimana implementasi, mekanisme serta pengawasan yang 
akan dilakukan. 
 
Letak kesanggupan bukan pada pertambahan nilai 
pertumbuhan maupun peningkatan daya beli, melainkan 
peningkatan ketahanan keberlangsungan hidup setiap individu 
dengan kemandirian yang dimiliki. Potensi yang kita miliki 
bukan untuk melawan laju persaingan sumberdaya manusia, 
namun sebaliknya kita bita memanfaatkan persaingan itu 
untuk lebih beraktualisasi dengan segala kemampuan yang 
telah kita miliki sebelumnya. 
 
Penciptaan sumberdaya manusia berkarakter bukan 
jawaban untuk keseluruhan masalah yang dihadapi, dan segala 
upaya dan usaha lain masih bisa membuka peluang agar kita 
tidak sekedar menjadi tempat sampah bagi masyarakat 
pendatang. Harapan itu selalu ada ketika masyarakat dan 
pemerintah daerah menyadari bahwa bukan sekedar harapan 
namun sebaliknya ada tantangan yang harus dilewati dengan 
berpikir lebih baik dari sebelumnya. 
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Bagian III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGKONSTRUKSI MASYARAKAT 
DI KABUPATEN BURU 
 
 
 
 
 
 
Setiap wilayah tentunya akan mengalami perubahan 
seiring terjadinya interaksi, entah interaksi yang terjadi secara 
internal maupun eksternal. Perubahan bisa terjadi karena 
kesadaran manusia dalam lokalitas dan perubahan yang terjadi 
karena transformasi yang berasal dari luar. Saya sekedar 
menceritakan apa yang terpampang selama berdomisili di 
pulau Buru dan tentunya masih terkandung subjektif dalam 
kajian yang akan saya uraikan nanti. 
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Pulau yang kebanyakan masyarakat di Indonesia masih 
dianggap sebagai daerah tertinggal karena simbol sebagai 
tempat pembuangan tahanan politik di masa lalu, masih 
melekat kuat ketika seseorang mendengar kata “Pulau Buru”, 
namun lain halnya ketika kaki dan mata menyaksikan apa yang 
terpampang dari realitas yang tergambar dari keseharian yang 
kita temui di pulau Buru. Lebih lanjut dengan maraknya daerah 
otonom baru, pulau Buru ikut ambil bagian dengan 
melepaskan diri dari Kabupaten Maluku Tengah dan 
melahirkan dua Kabupaten baru yaitu Kabupaten Buru dan 
Buru Selatan. Kondisi yang terjadi saat ini bukan serta merta 
sebagai akibat dari otonomi yang dimiliki oleh pemerintah 
setempat namun secara sosiologis lebih berkorelasi karena 
orbitrasi dan kemajuan teknologi yang berdampak postif 
terhadap perkembangan masyarakat setempat. Yang mau saya 
katakan bahwa “perubahan yang terjadi pada masyarakat di 
pulau Buru lebih karena factor eksternal” dimana kedekatan 
geografis serta mobilitas sosial yang terjadi sehingga 
masyarakat mampu untuk menemukan pola hidup yang lebih 
baik. 
 
Ketika mendapatkan otonomi, maka secara teoritis 
desentralisasi bisa didefenisikan sebagai penciptaan badan 
yang terpisah (bodies separated) oleh aturan hukum (undang-
undang) lokal diberi kekuasaan formal untuk memutuskan 
ruang lingkup persoalan publik (Yustika, 2008). Namun dibalik 
semua itu perlu disadari bahwasanya masyarakat yang 
terkonstruksi pada satu kesatuan kultural tidak serta merta 
tanpa potensi konflik kedaerahan. Masyarakat di Kabupaten 
Buru bukan terdiri dari satu komponen struktur budaya 
89 
melainkan terjadi polarisasi yang cukup besar akibat orbitrasi 
yang saya jelaskan di atas. Maka konsekuensinya adalah terjadi 
dominasi budaya luar terhadap budaya-budaya lokal yang 
telah ada sebelum hak otonom itu diberikan. 
 
Gambaran masyarakat yang masih bersifat tradisional, 
homogen dan sangat kuat memegang patron sosialnya adalah 
gambaran umum yang bisa kita temukan pada beberapa 
waktu sebelumnya, bagaimana kemudian lokalitas menjadi 
stabilitator dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. 
Kebiasaan setempat melahirkan apa yang disebut dengan 
tradisi sesuai dengan kekuatan sosial yang mengikat setiap 
orang yang mengikuti serta menghormati kebiasaan tersebut. 
Terdapat polarisasi budaya yang berbeda antara masyarakat 
yang mendiami pegunungan dengan masyarakat yang 
menduduki pesisir. Kalau tidak salah menelaah, masyarakat 
pegunungan merupakan masyarakat adat yang selalu 
beranggapan bahwa mereka adalah pemilik tanah di pulau 
Buru, yang diterima akibat regenerasi yang selalu berlanjut dan 
ini dipertahankan dengan pola raja-raja yang termodifikasi 
akibat rasionalisasi. Lain halnya dengan pesisir yang sebagian 
besar adalah pendatang dalam kurun waktu yang berbeda-
beda dengan tujuan yang mayoritas sama yaitu perdagangan 
dan membuka lahan pertanian baru. Dengan polarisasi 
tersebut maka masyarakat yang ada di pulau Buru merupakan 
dua bentuk tipe konstruksi yang berbeda antara masyarakat 
pegunungan dengan masyarakat pesisir merupakan wilayah 
pengembangan akibat orbitrasi yang terjadi di daerah sekitar. 
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Yang terpenting dan tidak bisa hindari adalah terjadi 
perubahan sosial dalam konteks struktur maupun fungsi yang 
ada di dalam masyarakat di Kabupaten Buru. Mengutip apa 
yang ditulis oleh Douglas North (1970) membedakan pranata 
dalan dua sub kategori: “lingkungan pranata” yang terdiri dari 
seperangkat aturan-aturan keputusan dasar dan hak-hak 
kepemilikan, yang dapat dispesifikasi ke dalam hukum formal 
atau prinsip-prinsip adat kebiasaan yang dianggap suci oleh 
tradisi. Sementara susunan pranata berupa bentuk-bentuk 
persetujuan khusus yang mengatur cara-cara, bagaimana unit-
unit ekonomi dapat berkompetisi atau bekerjasama dalam 
pemakaian sumber-sumber daya (Hayami, 1987). 
 
Secara umum masyarakat di Kabupaten Buru memiliki 
lingkungan pranata yang kemudian dipakai untuk 
mempertahankan kelangsungan mereka dengan alam dan 
sebagai suatu pertanda penyerahan dirinya menjadi sebuah 
citra bahwasanya mereka juga memiliki kekuatan yang 
mengikat di luar formalitas untuk harmonisasi kehidupan. 
Sementara dalam akulturasi maupun asimilasi, ada konsepsi 
tersendiri bagaimana kemudian masyarakat Buru 
mempertahankan pola interaksinya dengan pendatang 
maupun orang yang dianggapnya masih asing, terlepas dari 
kultur yang begitu permisifnya terhadap orang luar. 
 
Apa yang saya gambarkan di atas merupakan citra 
masyarakat terdahulu, jauh sebelum pulau Buru tersentuh 
dengan modernisasi apalagi hedonisasi. Cerita ini akan lebih 
jauh saat kita bisa menyaksikan masyarakat yang terpampang 
saat ini dengan segala perbedaan status sosial dan pola pikir. 
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Terlepas dari Maluku tengah adalah sebuah anugrah sekaligus 
permasalahan, mengapa kemudian saya mesti mengutarakan 
hal tersebut. 
 
Bagi saya, hancurnya berbagai tatanan pada Masyarakat 
di Kabupaten Buru sebagai akibat masuknya berbagai 
teknologi dan pola pikir modern ke dalam struktur masyarakat 
yang sebelumnya belum siap untuk menghadapi semua ini. 
Kejadian tersebut sebagai konsekuensi dari pilihan rasional 
manusia untuk memperbaiki serta, mengembangkan hidup 
yang lebih baik. 
 
Awal tahun 2000-an bukan lagi era keterbelakangan 
masyarakat di Kabupaten Buru. masyarakat telah mampu 
mengakses serta berapresiasi dengan berbagai perkembangan 
dan kemajuan yang telah ada. Pergeseran yang sebelumnya 
telah ditetapkan dalam teori-teori Sosiologi dapat dibuktikan 
keberadaannya satu per satu hingga saat ini. Pergeseran tradisi 
banyak diawali dengan perkembangan teknologi seperti 
halnya handphone, internet, televise semua itu mampu 
merubah masyarakat yang sangat terikat pada sabuk 
pengaman sosial kini seakan tidak mampu lagi menghadapi 
berbagai potensi konflik yang terjadi akibat perkembangan 
teknologi. Kesimpulan sederhana yang bisa saya utarakan yaitu 
konstruksi masyarakat Buru yang berkarakter tradisional 
semakin bergeser pada tataran masyarakat rasional sehingga 
jangan dikhawatirkan bahwa kelak masyarakat Buru akan 
punah dan tertinggal hanyalah masyarakat modern yang 
menetapi wilayah pulau Buru, sudah saatnya kembali kita 
pikirkan tradisi-tradisi lokalitas yang semakin terkikis oleh 
kekuatan yang namanya modernisasi. 
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Kondisi Masyarakat 
Sebelum Dimekarkan 
 
 
 
 
 
 
 
Migrasi merupakan salah satu penyebab terjadinya 
pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang memiliki gejala 
khusus yang sifatnya tidak teratur (irregular), dimana hal ini 
sangatlah berbeda dengan pengaruh pertumbuhan penduduk 
alamiah yang sifatnya lebih teratur (regular). Migrasi seringkali 
berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah penduduk di 
suatu daerah dengan cepat dan dalam waktu yang relatif 
singkat, akibatnya migrasi akan berpengaruh terhadap 
distribusi, susunan maupun aktivitas penduduk (Sari, 2000). 
 
Kecenderungan seseorang dalam melakukan mobilitas 
tidak lepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti 
yang diungkapkan olehEverett Lee (dalam Kasto, 2002:255-
256), yaitu: 
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“Adanya ketimpangan perkembangan ekonomi antar 
daerah, yang secara rasional akan mendorong 
penduduk untuk melakukan mobilitas dengan 
harapan memperoleh daerah baru serta 
pengharapan akan pekerjaan dan pendapatan yang 
lebih baik, setidaknya lebih disebabkan akan 
tinjauan makro yang lebih dikenal dengan adanya 
daya tarik (pull factor) dan daya dorong (push 
factor) dari daerah asal. Walaupun saat ini telah 
berkembang teori non ekonomi yang mengungkap 
alasan mobilitas, namun motif ekonomi masih 
dipandang sebagai faktor pendorong utama bagi 
seseorang untuk melakukan mobilitas” (Sari, 2000). 
 
Merujuk dari literasi, ada hubungan karelasi antara 
kesempatan dan persaingan antar individu. Kondisi Pulau Buru 
yang sekedar wilayah administratif kecamatan bukan hal yang 
baru untuk kemudian di sia-siakan oleh kelompok masyarakat 
sekitar. Pengusaha siapa yang dulu mau berinvestasi, atau 
investor siapa yang mau memainkan modal besarnya di Pulau 
Buru? pertanyaan ini tidak akan terjawab bila kita kembali pada 
15 tahun sebelum ini. Tak ayal masyarakat Buru yang memiliki 
kekayaan-pun memilih untuk mengembangkan investasinya di 
luar. 
 
Struktur yang sangat tradisional, masyarakat masih 
tertutup dengan berbagai akses, termasuk akses untuk 
penghidupan maupun akses pendidikannya sendiri. Kita tidak 
bisa menutup mata bahwasanya orang luar masih memandang 
orang Buru sebagai masyarakat terbelakang, bahkan 
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“tertinggal” dan tentunya pandangan tersebut memiliki 
argument tersendiri. 
 
Secara material, bangunan yang dianggap representative 
hanyalah situs-situs pemerintah daerah yang dalam hal ini 
masih kecamatan dan juga beberapa pengusaha lokal yang 
sudah mandiri. Di Namlea kita belum mampu menyaksikan 
bangunan seperti RH Mart, atau bangunan kantor Bupati 
maupun SKPD yang sudah tersentuh modernisasi. Belum lagi 
untuk informasi, Jangankan siaran TV, radio adalah alternatif 
informasi yang dianggap sepadan dengan kondisi saat itu. 
 
Dengan kondisi seperti ini, siapa yang berani 
menyatakan kesanggupan untuk merekontruksi kehidupan di 
Pulau Buru. Dengan minimnya berbagai fasilitas dan 
dukungan, sudah barang tentu kita hanya bisa mengharapkan 
uluran tangan pemerintah untuk membantu merubah tatanan 
kehidupan yang ada. 
 
Sebenarnya, masih banyak kondisi yang bisa kita kaji 
sebagai perbandingan kondisi dimana Pulau Buru sebelum 
dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang cukup 
berkembang. Sebagai ringkasan, akan saya perlihatkan 
beberapa fenomena masyarakat sebagai rekonstruksi 
kehidupan masyarakat Buru sebelum terjadinya pemekaran; 
 
Pendidikan; 
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya 
pendidikan pada era 1980 sampai 1990 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
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dengan sistem sentralisasi pendidikan. Status 
sebagai kecamatan dari kabupaten Maluku 
Tengah tidak kemudian membuat akses 
pendidikan di Pulau Buru menjadi mudah dan 
fleksibel, namun sebaliknya kondisi pendidikan 
yang termarjinal akibat determinasi antara desa 
dan kota yang semakin memprihatinkan.  
Sekolah yang mampu bereksistensi tidak lebih 
dari beberapa persen jumlah sekolah di Maluku, 
artinya sarana dan prasarana pendidikan belum 
mampu menjadikan masyarakat di pulau ini 
memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Apa 
yang kemudian ditimbulkan adalah pergeseran 
sumberdaya manusia untuk meningkatkan 
pendidikannya mereka harus ke Ambon dan ini  
semakin memperluas jarak kepemilikan 
sumberdaya tersebut. Cerita masyarakat di 
Pulau Buru untuk merantau dan mengecap 
pendidikan di kota-kota lain merupakan cerita 
kelam dimana ketidaktersediaan sarana di 
kampung halamannya membuat mereka menjadi 
warga kelas bawah di negeri orang. 
 
 
Ekonomi; 
Kondisi geografi yang terhambat karena faktor 
akses pada jalur transportasi membuat ekonomi 
masyarakat di Kabupaten Buru pada beberapa 
waktu yang lalu semakin terisolir. Jarak tempuh 
serta sarana transportasi merubah pola 
ekonomi kekerabatan hanya sampai pada pola 
ekonomi local. Hasil alam serta sumberdaya yang 
dimiliki tidak kemudian memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi akibat akses yang menjadi nadir 
ekonomi belum tersedia. Dalam hitungan 
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ekonomi, bila biaya transportasi semakin tinggi 
maka konsekuensinya diikuti pula dengan harga 
barang yang sebanding. barang produk dari 
Pulau Jawa tidak serta merta mampu untuk 
tersedia langsung dimana pedangang maupun 
pengusaha local mengusahakan dengan dua 
cara yaitu bepergian ke Ambon ataukah 
menunggu pelayaran tradisonal yang datang 
menawarkan barang dengan pola barter hasil 
bumi.  
Pertanian - Perkebunan;  
Kondisi pertanian erat kaitannya dengan faktor 
ekonomi dan transportasi. Produk diupayakan 
hanya untuk sekedar pemenuhan konsumsi 
lokal, belum terjadi transformasi sistem 
ekonomi yang lebih luas.  
Dalam beberapa kali diskusi dengan teman-
teman di Namlea, tergambar bahwasanya 
pertanian dulu di pulau Buru hanya untuk 
dijual ke orang cina (pedagang besar) yang 
kemudian nanti dikirim ke luar pulau Buru 
seperti halnya kopra, coklat, cengkeh dan 
sejenis tanaman perkebunan. Maka yang 
menjadi kesimpulan kita, dengan ketiadaan 
akses serta usaha pemerintah pertanian dan 
perkebunan tidak lebih dari pemenuhan 
konsumsi lokal 
 
Sosial Budaya;  
Kekerabatan menjadi sabuk pengaman bagi 
masyarakat di Pulau Buru, konteks patriakhi 
memperkuat bahwa segmentasi adat dan 
budaya menjadi kekuatan untuk menjalankan  
proses bermasyarakat. Kekuatan ini 
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termanifestasi dalam pola interaksi, pola 
kumunikasi dan pola adaptasi.  
Betapa unsur adat dan tradisi menjadi identitas 
mereka yang dipergunakan dalam mengatasi 
persoalan-persoalan hidup, sekalipun mereka 
dalam kesulitan tidak kemudian membiarkan 
orang dari keluarganya hidup susah dan 
menderita. ini konsekuensi dari tradisi yang 
dipegang sebelum masuknya rasionalisasi akibat 
modernisasi di Kabupaten Buru 
 
Gaya Hidup; 
Demikian pula gaya hidup yang tercermin 
merupakan pola kekerabatan masyarakat desa, 
belum ada sinyal handphone, masyarakat masih 
mau berkunjung dan mengulurkan tangan untuk 
permintaan maaf dan tradisi kumpul belum 
tergeser dengan adanya ruang -ruang dan sekat 
sosial dalam media virtual saat ini.  
Orang masih mau berkumpul dan bersama-sama 
menghabiskan kelapa muda atau secangkir kopi 
sambil bercerita tentang permasalahan yang 
dihadapi. Sekat antara orang kaya dan miskin 
tidak merubah bahwa mereka bisa duduk 
bersama dalam dego-dego sambil makan papeda 
dan kuah ikan.  
Masyarakat membeli pakainan hanya pada 
lebaran, tidak adanya televise dan internet 
membuat mereka percaya bahwa dandanan yang 
dimilikinya adalah terbaik, sebab belum ada 
iklan yang menjadi pembuka hasrat untuk 
merubah gaya belanja dari kebutuhan pokok 
menjadi kebutuhan massal. 
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Diferensiasi 
Ekonomi dan Sumber Penghidupan 
 
 
 
Dalam sejarah perkembangan masyarakat, selalu ada dua 
perubahan yaitu perubahan yang terjadi secara revolusi dan 
juga secara evolusi. Revolusi lebih berkarakter Cepat, 
dekonstruktif, dan memiliki potensi konflik yang jauh lebih 
besar dibandingkan dengan evolusi dimana lebih lamban, 
konstruktif, dan minim konflik. Begitu juga yang terjadi pada 
masyarakat di Kabupaten Buru, dengan kemajuan yang dicapai 
tidak sedikit kemudian mememunculkan potensi konflik dalam 
memperebutkan sumberdaya yang sebelumnya tidak terlalu 
diperhitungkan. 
 
Peta ekonomi yang saya buat, masyarakat di Kabupaten 
Buru dapat diperlihatkan dengan lima pola yaitu, Pekerja 
pertanian, pekerja nelayan, pekerja birokrasi, pekerja 
perdagangan, pekerja multisektor. Pada pekerja pertanian 
merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh 
penduduk yang berdomisi pada daerah-daerah di luar Namlea, 
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seperti di Waeapo banyak terdapat petani yang menggarap 
tanaman tanaman pendek contohnya padi maupun sayur-
sayuran, selain itu ada juga petani di daerah Buru utara yang 
memiliki keahlian memelihara tanaman berumur panjang 
seperti Kelapa, kakao, cengkeh dan lain sebagainya. Hal ini 
bukan berarti semua aktifitas hanya berfokus pada daerah-
daerah yang saya sebutkan, sebab hampir seluruh desa di luar 
desa Namlea memiliki lahan pertanian yang bervariasi, 
termasuk di dalamnya petani yang menggarap minyak kayu 
putih sebagai hasil produksi pertanian. 
 
Pada pekerja nelayan, saya menggambarkan bahwa hanya 
mereka yang mampu berproduksi ikan laut yang kemudian bisa 
dikategorikan pada pekerja nelayan. Faktor yang seringkali 
membuat kita sulit membedakannya, karena di Pulau Buru banyak 
aktifitas yang berkaitan dengan territorial laut seperti misalnya 
speed boat untuk penyebrangan dan kapal tumpangan untuk 
memuat bahan sembako. Jadi, aktifitas nelayan terpolarisasi pada 
wilayah atau desa-desa yang berada di pisisir pantai. Sementara 
itu, pekerja birokrasi merupakan jenis pekerjaan yang tersentralis 
pada wilayah Namlea, namun tidak saja terfokus pada institusi 
pemerintah daerah, perusahaan, bank, kontraktor merupakan 
jenis pekerjaan birokrasi yang banyak dijalani juga oleh 
masyarakat di Kabupaten Buru. Untuk perdagangan, biasanya 
terukur dengan asset yang dimiliki. Namlea merupakan pusat 
akumulasi dari asset yang ada di pulau Kabupaten Buru, 
bahwasanya di tiap-tiap desa juga terdapat pekerja perdagangan 
namun berbeda pada tataran alokasi dan distribusi 
perdagangannya. Untuk jenis pekerjaan ini, masyarakat Buru 
masih termarjinal dengan posisi sebagai pelayan maupun 
pembantu untuk 
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mendistribusikan dan mengawasi jalannya usaha tersebut dan 
setahu saya, kepemilikan usaha-usaha besar adalah mereka 
yang berasal dari luar Pulau Buru. 
 
Yang terakhir adalah pekerja multisektor, jenis pekerjaan 
ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang banyak dijalani 
juga oleh masyarakat di Pulau Buru, terlebih setelah ditemukan 
tambang emas beberapa tahun yang lalu. Model pekerja 
multisektor rata-rata tidak memiliki keahlian yang spesifik 
terhadap pekerjaan yang dijalani. Contoh pekerjaan seperti ini 
dapat kita temui pada kuli bangunan, kondektur, penambang, 
ojek, dan lain sebagainya. Multisektor menjadi pekerjaan 
sekunder bagi masyarakat Buru jika kegagalan dalam 
pemenuhan kehidupan sehari-hari terjadi. Yang menarik 
adalah ketika peluang itu ada untuk seseorang melakukan 
pekerjaan multisektor, maka tidak segan-segan seorang 
pegawai kantor maupun nelayan melakukan aktifitas tersebut 
untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi 
kebutuhannya, artinya pekerjaan ini banyak membuka peluang 
bagi siapapun tanpa mengenal batas keahlian dan tingkat 
pendidikan. 
 
Bila kemudian kita merumuskan kesimpulan, bahwa ada 
peluang besar untuk masyarakat di Kabupaten Buru 
mendapatkan penghasilan ekonomi yang memadai, tinggal 
bagaimana masyarakat yang ada mampu memanfaatkan 
potensi tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Ini semua 
adalah gambaran bagaimana kemudian perubahan itu telah 
terjadi, mungkin bagi kita sebagai pendatang bukan sesuatu 
yang berarti tetapi bagi masyarakat yang telah lama mendiami 
pulau tersebut merupakan sesuatu yang sangat berarti. 
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Ojek dan Pola Nafkah Ganda  
Di Kota Namlea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmentasi ekonomi daerah terwujud bersama dalam 
suatu kerangka yang bernama Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD, 
dalam ilustrasinya tergambar bahwa seperti apa nantinnya 
pembangunan akan dilakukan dan seberapa kebutuhan dan 
modal untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ekonomi 
daerah bukan sekedar bicara pada tataran polarisasi APBD 
melainkan banyak aspek yang kemudian bisa dibahas seperti 
misalnya ekonomi mikro, ekonomi kreatif, bahkan bisa kita 
bahas tentang bagaimana menciptakan kemandirian 
perekonomian daerah. sebab bila APBD menjadi sumbu utama 
maka akan ada ketergantungan untuk selalu mendapatkan 
bantuan dari pusat. 
 
 
102 
Ketika berbicara ekonomi daerah, salah satu realitas yang 
bisa kita pikirkan adalah ojek dan status sosial ekonominya. 
Ojek merupakan salah satu jenis pekerjaan yang cukup 
menjanjikan dengan ukuran beberapa waktu kebelakang. 
Mengapa demikian tingginya ekspetasi terhadap pekerjaan 
tersebut, ada beberapa faktor yang dominan mendukung ojek 
sebagai sumber penghidupan pertama, di Namlea belum ada 
dan tersedianya angkutan transportasi umum yang berupa 
angkot maupun angdes kalupun ada jumlahnya terbatas dan 
labil dengan jumlah penghasilan. kedua, budaya jalan kaki 
menjadikan konektivitas masyarakat memiliki ketergantungan 
yang besar terhadap jasa transportasi, ketiga, jarak antar situs 
cukup jauh dengan kondisi geografis yang luas dan 
lingkungan dengan suhu yang cukup panas dan keempat, 
budaya masyarakat yang masih memandang status sosial 
ekonomi seseorang dengan ukuran naik transportasi umum, 
berjalan kaki dan memiliki alat transporasi pribadi. 
 
Transportasi merupakan hal yang penting di dalam 
kehidupan manusia dan sebagai mobilitas manusia dan barang 
sehari-hari. Perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu 
daerah bergantung terhadap peran transportasi. Maka 
diperlukanlah suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan 
yang cukup, baik kepada masyarakat secara umum maupun 
secara pribadi, sehingga rasa aman, nyaman, cepat, dan dapat. 
diandalkan oleh para penggunanya. 
 
Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan 
kesejahteraan adalah perubahan pola konsumsi penduduk. 
Terkait hubungan antara pendapatan dan konsumsi rumah 
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tangga telah dipelajari oleh salah satu pakar ekonomi Ernest 
Engel (1821-1896). Hukum Ernest Engel mengemukakan 
bahwa “bagian pendapatan yang digunakan untuk belanja 
makanan cenderung menurun jika pendapatannya meningkat”. 
Artinya, semakin meningkat kesejahteraan seseorang atau 
kelompok masyarakat, maka semakin berkurang persentase 
pengeluaran untuk makanan (Rahmadini 2007),. Inayati tahun 
2006 mengemukakan definisi rumah tangga, pendapatan dan 
pendapatan rumah tangga : 
 
 
1. Rumah tangga adalah semua anggota keluarga 
yang termasuk satu unit anggaran belanja 
keluarga (satu dapur), termasuk anak yang 
sedang sekolah di kota atas biaya keluarga dan 
orang lain yang ikut makan secara teratur, 
meskipun tidak tidur di rumah, tetapi tidak 
termasuk orang yang tinggal di rumah tetapi 
tidak makan.  
2. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, 
baik berupa uang atau natura. Secara garis besar 
pendapatan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu  
a. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh 
seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk 
orang lain, perusahaan swasta atau 
pemerintah (di pasar tenaga kerja).  
b. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu nilai total 
hasil produksi dikurangi biaya yang dibayar 
(baik dalam bentuk uang atau natura). 
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c. Pendapatan dari sumber lain, yaitu pendapatan 
yang diperoleh tanpa pencurahan tenaga kerja, 
antara lain hasil dari menyewakan aset (ternak, 
rumah dan barang lain), bunga uang, 
sumbangan dari pihak lain atau pension. 
 
3. Pendapatan rumah tangga, yaitu total 
pendapatan dari setiap anggota rumah tangga 
dalam bentuk uang atau natura, yang diperoleh 
baik sebagai gaji atau upah, usaha rumah tangga 
atau sumber lain (Rahmadini 2007). 
 
Penganut Model Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008) beranggapan 
bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga 
kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang 
lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli 
cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga 
ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar 
(divergence). Akan tetapi bila proses pembangunan terus 
berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas 
komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan 
semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang 
bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan 
regional akan berkurang (convergence). 
 
Pada Permasalahan ojek sebagai nafkah ganda, dapat kita 
jumpai sebagai realitas dalam masyarakat di kabupaten Buru 
terutama di Kota Namlea. Peran ojek sebagai moda transportasi 
massal bisa dengan mudah ditemui hampir pada keseluruhan 
jalur transportasi di Kota Namlea, maka dengan banyaknya 
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jumlah kebutuhan terhadap moda transportasi jenis ojek 
menaikan peluang yang semakin besar untuk menanamkan 
modal atau berperan langsung dalam aktifitas tersebut. 
 
Pada beberapa diskusi dan observasi, terdapat pelaku 
usaha ojek yang bukan saja memiliki pekerjaan ojek sebagai satu-
satunya sumber penghasilan keluarga, adapula yang tertarik 
untuk menekuninya sekalipun telah memiliki sumber pendapatan 
yang tetap seperti misalnya pegawai honor, pegawai tetap, buruh 
bangunan, mahasiswa bahkan sampai guru sekolah-pun ikut 
beraktifitas tersebut. Yang muncul ketika fenomena ojek sebagai 
sumber pendapatan menjadi trend lebih pada faktor peluang 
ketersediaannya, ada beberapa hal yang bisa kita uraikan ojek 
sebagai faktor pendukung penghasilan tambahan rumahtangga; 
 
 
- Ketidak tersediaan sumber transportasi 
massal untuk melayani rute dalam kota 
Namlea maka ojek menjadi satu-satunya 
alternaif untuk seseorang bermigrasi dari 
satu tempat ke tempat lain. 
 
- Jarak antar satu situs yang cukup jauh, 
mendukung penggunaan moda transportasi 
untuk penghematan waktu tempuh maupun 
efisiensi waktu perjalanan. 
 
- Harga ojek pada sistem transportasi sangat 
tergantung dari harga bahan bakar minyak serta 
jarak yang harus ditempuh. Yang menarik, 
penentuan harga bisa dinegosiasikan terlebih 
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dahulu antara pemilik dan pengguna jasa ojek 
tersebut. 
 
- Kondisi masyarakat yang semakin plurar, 
membutuhkan sistem tranportasi yang kondusif 
dengan kemasyarakatan, artinya hubungan sosial 
antara pengemudi dan penumpang menjadi 
situasional yang familiar sehingga masyarakat 
masih memandang adanya kontak sosial yang 
saling menguntungkan kedua belah pihak dan 
menumbuhkan kepercayaan sosial terhadap 
pengemudi ojek. 
 
- Karena sirkulasi dan aktifitas yang selalu 
mengelilingi kota serta pedesaan sekitar 
menjadikan ojek secara tidak langsung sebagai 
sentra informasi efektif dalam kehidupan 
sosial masyarakat di Kabupaten Buru. Ojek 
mampu mentransformasi situasi sosial, 
ekonomi dan politik pada suatu lokasi kepada 
penumpang maupun orang yang berinteraksi 
secara langsung. 
 
Dalam penjelasan pelaku aktifitas ojek, terlihat adanya 
segmentasi dan situasional dalam pendapatan hasil kegiatan 
tersebut, yaitu; kondisi umum tanpa moment penting rata-rata 
penghasilan bersih yang didapatkan bisa mencapai RP. 50.000 
sampai dengan RP. 60.000 sementara bilamana ada suatu kondisi 
keramaian penghasilan tersebut dapat meningkat hingga 20 
persen dari kondisi biasanya. Lain halnya ketika kondisi 
perkembangan pertambangan di gunung Botak, rata-rata 
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penghasilan ojek sehari bisa mencapai di atas Rp. 100.000. hal 
ini menandakan ada korelasi yang bersifat positif dalam rangka 
penambahan penghasilan bagi keluarga di Kabupaten Buru. 
 
Sebagai salah satu usaha produktif semestinya ada usaha 
serta pemerintah daerah untuk menata serta mengembangkan 
ojek sebagai industri lokal yang menjanjikan. Namun dibalik 
semua itu, ada hal-hal yang sekiranya jadi tinjauan bersama 
untuk pengembangan kota Namlea yang lebih produktif, ada 
konsekuensi-konsekuensi logis yang mesti disiapkan ketika 
akan muncul peluang menghadirkan moda transportasi selain 
ojek, dan bagaimana kemudian pergeseran ini tidak 
menimbulkan persoalan-persoalan sosial ekonomi ketika 
sumber penghasilan seseorang harus berpindah dari produktif 
menjadi kurang produktif. 
 
 
 
 
 
Perencanaan Pengelolaan 
Sumberdaya Lokal 
 
 
Pulau Buru dan khususnya Kabupaten Buru memiliki 
potensi kekayaan sumberdaya alam yang sekiranya sangat 
besar, mulai dari kandungan emas hingga potensi panas bumi, 
sektor perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan kalau 
pemerintah mau lebih serius, pariwisata akan menjadi sektor 
yang cukup menjanjikan. Semua itu bisa menjadi manfaat yang 
berarti bagi pembangunan masyarakat, bukan sekedar 
menguntungkan beberapa pihak sebagai pemilik modal. 
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Kekayaan alam yang kita miliki tidak serta merta akan 
menghasilkan nilai jual yang tinggi bilamana tidak dikelola 
secara professional. Beberapa perbandingan bisa saya 
utarakan sebagai media komparatif dengan berbagai potensi 
lokalitas yang sementara kita miliki. 
 
Kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten lumbung 
padi di Provinsi Maluku. Produksi padi di kabupaten Buru 
selama periode 2011-2013 terus mengalami penurunan. 
Produksi padi pada tahun 2011 mencapai 52.500 ton dan 
terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 
produksi padi tercatat sebesar mencapai 45.620,4 ton. 
Demikian pula halnya dengan tanaman palawija. Produksi 
tanaman palawija di Kabupaten Buru pada tahun 2013 juga 
mengalami penurunan. 
 
Penurunan produksi tanaman pangan ini lebih 
disebabkan karena berkurangnya luas panen. Pada tahun 
2012, luas panen padi mencapai 10.667 ha dengan 
produksi mencapai 48.744,10 ton. Sedangkan pada 
tahun 2013, luas panen padi hanya 9.407 ha sehingga 
berpengaruh terhadap produksinya yang hanya 
mencapai 44.192,43. Bahkan pada tahun 2013, tidak ada 
produksi padi ladang di Kabupaten Buru. Keseluruhan 
hasil produksi padi berasal dari produksi padi sawah. 
 
Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Buru 
 
Uraian 2011 2012 2013 
Padi    
Luas Panen (ha) 11.742,0 10.677,00 9.407 
Produksi (ton) 52.500,0 48.744,10 44.192,43 
Jagung    
Luas Panen (ha) 287,00 282,95 182 
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Produksi (ton) 609,50 643,02 379,97 
    
Kedelai    
Luas Panen (ha) 265,00 68,5 11 
Produksi (ton) 600,55 88,21 12,16 
Kacang Tanah    
Luas Panen (ha) 223,00 168,75 131 
Produksi (ton) 302,10 304,29 195,35 
Ubi Kayu    
Luas Panen (ha) 221,00 495,20 160 
Produksi (ton) 2.990,57 6.424,73 1.998,67 
Ubi Jalar    
Luas Panen (ha) 103,00 178,40 143 
Produksi (ton) 880,30 1.429,29 1.097,18  
Sumber: Buru dalam angka 2014 
 
Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup penting 
di Kabupaten Buru. Sub sektor yang mendominasi adalah 
sub sektor perikanan laut. Hal ini mengingat sebagian 
besar wilayah di Kabupaten Buru merupakan daerah 
pesisir. Persebaran potensi perikanan laut terdapat pada 
semua wilayah laut pesisir. Jenis ikan hasil produksinya 
pun juga beragam mulai dari ikan cakalang, tuna, 
tongkol, julung-julung dan sebagainya. 
 
Secara total nilai produksi perikanan di Kabupaten Buru 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2013 nilai produksi perikanan mencapai angka 
19.774.499. Dari jumlah tersebut, 93,00 persen produksi 
perikanan Kabupaten Buru berasal dari perikanan laut. 
Sisanya sebesar 7,00 persen berasal dari Budidaya Ikan. 
 
Produksi Perikanan Kabupaten Buru (ton) 
 
Uraian 2010 2011 2012 
    
Cakalang 685,798 480,06 508,86 
    
Tuna 692,32 487,97 517,25 
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Tongkol 489,45 367,09 389,11 
    
Julung-julung 87,47 65,31 69,23 
    
Kembung 427,80 342,24 362,78 
    
Ekor Kuning 158,13 131,24 139,12 
    
Kakap Merah 56,99 45,59 48,33 
    
Kerapu 68,47 56,15 59,52 
    
Teri 621,45 435,02 461,12 
    
Tembang 788,64 754,17 543,37 
    
Layang 793,86 463,81 799,42 
    
Selar 662,59 1,04 491,64 
    
Udang Barong 1,30 3,98 4,21 
    
Kapas-kapas 4,85 3,78 1,11 
    
Kepiting 4,67 2,00 4,01 
    
Teripang 2,50 1.602,01 2,2 
     
Sumber: Buru dalam angka 2014 
 
 
 
Pada tahun 2013, jumlah unit usaha industri di 
Kabupaten Buru mengalami peningkatan dari angka 
tahun sebelumnya. Untuk industri pertanian, jumlah unit 
usaha meningkat dari 423 unit usaha pada tahun 2012 
menjadi 432 unit usaha pada tahun 2013. Pada industri 
logam, mesin dan kimia, jumlah unit usaha meningkat 
dari 48 unit menjadi 75 unit pada tahun 2013. Sedangkan 
untuk jumlah industri aneka jumlah unit usaha 
meningkat dari 48 unit menjadi 66 unit pada tahun 2013. 
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Selain itu, dari sisi jumlah tenaga kerja, statistik 
menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan 
jumlah tenaga kerja baik untuk industri hasil pertanian, 
industri aneka maupun industri logam, mesin dan kimia. 
Untuk industri hasil pertanian, presentase peningkatan 
jumlah tenaga kerja di tahun 2013 adalah sebesar 4,09 
persen. Sedangkan untuk industri aneka dan industri logam, 
mesin dan kimia, presentase peningkatan masing-masing 
industri yakni sebesar 73,60 persen dan 16,88 persen. Dari 
sisi nilai produksi, peningkatan terbesar terjadi pada nilai 
produksi industri hasil pertanian. Pada tahun 2012, nilai 
produksi industri hasil pertanian tercatat sebesar Rp 
11.518.000.000. Angka ini meningkat menjadi Rp 
224.526.400.000 pada tahun 2013. 
 
 
 
 
 
Uraian  2011 2012 2013 
Industri Hasil Pertanian    
Unit Usaha  593 423 432 
Tenaga Kerja  3.952 2.251 2.343 
Nilai Produksi (000)  11.428.366 11.518.000 224.526.400 
Industri Aneka    
Unit Usaha  17 48 75 
Tenaga Kerja  213 125 217 
Nilai Produksi  1.881.561 2.860.000 4.918.800 
Industri Logam, Mesin dan Kimia   
Unit Usaha  74 48 66 
Tenaga Kerja  529 160 187 
Nilai Produksi  3.888.000 2.187.000 3.370.800  
Sumber: Buru dalam angka 2014 
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Dari data yang tersaji di atas, harusnya kita lebih kritis 
untuk memahami konten yang merupakan gambaran yang 
terjadi di lapangan. Ada hal pokok dimana seharusnya kondisi 
ini tidak perlu terjadi akibat ketidaktersediaan sumberdaya 
manusia dan penggunaan teknologi yang memadai. 
 
Kenapa kemudian produktivitas menjadi menurun? 
Mengapa hasil yang didapatkan belum juga simbang dengan 
ketersediaan sumberdaya?, konteks penyediaan sumberdaya 
manusia selalu menjadi perhatian sekunder sehingga 
masyarakat Buru hanya menjadi buruh di negerinya sendiri. 
Harusnya kita mampu berbuat lebih banyak, mampu 
menciptakan kreasi-kreasi terbaru atau bahkan mampu 
menyerap berbagai pengetahuan yang menunjang kehidupan 
ekonomi, bukan hanya menjadi konsumtif atas sumberdaya 
yang tidak mampu untuk diolah. 
 
Berbagai alternatif baiknya disiapkan oleh Pemerintah 
daerah, salah satu yang ingin saya sampaikan yaitu 
menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu mengolah 
potensi lokal secara professional. Analogi sederhana untuk 
memahami kenapa kemudian kita membutuhkan instrument 
untuk melahirkan sumberdaya seperti itu, jikalau Masyarakat 
Buru mampu menangkap ikan tuna, bukan sekedar pergi ke 
laut dan memancing tetapi lebih dari itu dia mampu untuk 
mengolah dan mengembangkan ikan tuna tersebut menjadi 
sesuatu yang lebih bernilai ekonomis dengan tidak sekedar 
menjual langsung ke pembeli bermodal tebal. Yang 
diharapkan adalah, seseorang mampu mengeksplorasi ikan 
yang berhasil ditanggap dengan berbagai kemampuan 
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maupun ketrampilan yang dimiliki, sehingga secara otomatis 
juga akan meningkatkan taraf pendapatannya. 
 
Yang ingin saya sampaikan, bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buru sudah selayaknya memikirkan kembali 
pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki 
kemampuan lokalitas, model pengembangan bisa melalui 
 
Profesional Worker Program yang nantinya mampu 
menciptakan sumberdaya manusia yang lebih berkarakter. 
 
Dengan adanya Profesional Worker Program maka 
berbagai kandungan sumberdaya; Emas, Ikan, cengkeh, pala, 
coklat, kelapa, minyak kayu putih dan lain-lain, kiranya akan 
lebih banyak membawa manfaat bagi kesejahteraan 
sebagaimana yang pernah disampaikan Bapak Bupati kita 
“Development For All” 
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